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Abstract: Mohammed Arkoen is one of contemporary postmodern Moslem thinkers (the
21th century) who has an intellectual ability to merge ‘Islamic authenticity’ and con-
temporary social sciences. He has experienced life in two traditions: Islam (Aljazeera)
and Western (France). The experiences influence him so much to manipulate the future
Islamic study that tries to fuse the two above civilizations where in the same time other
Muslim thinkers, with some exceptions, contradict the two traditions.

The research method applied is descriptive, historical, and comparative along with
synthetic analysis. The type of the data is library research, either data written by
Mohammed Arkoen or other works that are related to this research. The data collec-
tions are documentation with the primary and secondary sources.

The research finding is the importance of an effort to reconstruct the understanding of
Islam through the use of academic thought rather than theocratic-politic- ideological
one so it emerges new politic ethics. It is impossible to develop new Islamic political
ethics that is based on the old Islamic study method but it must be sustained by a new
Islamic scientific method that is known as postmodern Islamic study. Therefore it needs
to build the-humanistic political ethics and it must be differentiated from theocratic or
humanistic political ethics. Based on praxis politics, this research shows that the insight
of Arkoen’s political ethics is still discursive; it has not lead to practical politics. The
new Arkoen’s political ethics is still limited on individual ethics and it has not led to
social, procedural, and institutional political ethics. The researcher proposes to formu-
lize ushil as-siyasah al-mu’ &shirah that is theo-humanistic through religious democracy
concept as the scientific contribution in the thought of contemporary politics area in
Indonesia.
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Abstrak: Mohammed Arkoun merupakan salah seorang di antara pemikir Muslim pasca
modernis/kontemporer (abad 21), memiliki kemampuan intelektual mengawinkan
“otentisitas Islam™ dengan wawasan social sciences kontemporer, dan memiliki
pengalaman hidup di dua tradisi yakni Islam (Aljazair) dan (Barat) Perancis yang
tentunya sangat berpengaruh dalam upayanya untuk merekayasa studi keislaman masa
depan yang berupaya mempertautkan dua khazanah peradaban di atas, yang dalam
saat yang sama banyak pemikir Muslim lainnya dengan beberapa pengecualian
‘mempertentangkan’ kedua tradisi tersebut.

Pendekatannya filosofis, meminjam metode analisis Jacques Derrida, Muhammad Sa’id
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al-‘Asymawy, Paul Ricoeur dan Anthony Giddens. Metode yang digunakan adalah
metode deskriptif, historis, komparatif dan analisis sintesis. Adapun jenis data yang
dikumpulkan bersifat library research, baik yang mengacu pada karya yang ditulis
Mohammed Arkoun maupun karya orang lain yang ada hubungannya dengan penelitian
ini. Metode pengumpulan datanya dokumentasi dengan sumber primer dan sekunder.
Temuan dari penelitian adalah pentingnya upaya rekonstruksi pemahaman keislaman
melalui penggunaan nalar akademis ketimbang nalar ideologis-politis-teokratis, sehingga
muncul nalar etika politik yang baru. Etika politik Islam yang baru tidak mungkin
dikembangkan berdasarkan pada metode Idamic studiesyang lama, tetapi harus ditopang
oleh landasan metode keilmuan Islam baru yang disebut dengan metode studi Islam
posmodern. Oleh karena itu perlu ditegakkan etika politik teo-humanistik dibedakan
dengan etika politik teokratik maupun humanistik. Secara praksis politik, penelitian ini
menunjukkan bahwa wawasan etika politik Arkoun umumnya masih bersifat diskursif,
belum mengarah ke wilayah politik praktis. Etika politik Arkoun baru sebatas etika
individual, belum menuju pada etika politik sosial, prosedural dan institusional. Peneliti
mengusulkan untuk merumuskan formulasi ushil as-siyasah al-mu’ ashirah yang bercorak
teo-humanistik melalui konsep religious democracy, sebagai kontribusi keilmuan dalam
wilayah pemikiran politik kontemporer di Indonesia.

Kata kunci: etika politik baru, religious democracy, teo-humanistik
PENDAHULUAN

Studi tentang palitik, sebagaimanayang didami Eropadan Amerika Serikat, menga ami pasang

naik dan pasang surut. Padaawalnya, kajian
tentang politik selalu dikaitkan dengan studi
filssfat politik yang berhubungan denganfilsafat.
Nama-namaseperti Socrates, Plato, Aristoteles
dari Yunani Kuno merupakan tokoh terkenal
dalam kgjianini. Padatahap be-rikutnya, studi
politik dihubungkan secarakronologis, yakni
tentang perkembangan pemikiran politik sgjak
dahulu sampai saat kemudian. Dalam konteks
kaian yang keduaini jalan yang ditempuh pada
umumnya adalah Yunani Kuno, Romawi,
Krigtiani, abad Per-tengahan, masaRenaisans,
hinggazaman modern dengan liberalismenya.
Kajian tersebut juga melibatkan pemikiran
politik daMarxisme, Fassme, Eksgensdiame,
sertadiran-diranlain sampa sskarang. Karya
karyayang ditulisoleh Sabine, Wolin, Strauss
dan lainnyabanyak membantu dalam konteks
kajian keduaini. Demikian pulamodel kajian
ketigayakni studi perbandingan politik oleh
Bluhm termasuk membantu, seperti kesamaan

alur pemikiran politik antaraAristotelesdan S.
Thomas Aquinas sampai kepada Maritain
dewasa ini. Juga, misalnya, upaya pe-
ngelompokan antaraPlato, &t. Agustinussampal
tokoh-tokoh lain hingga masa kini, semua-
nyaitu tercakup dalam kajian perbandingan
politik.t
Mulai sekitar permulaan abad ke-20,
ilmu politik yang berorientasi kepada
sejarah dan filsafat itu dianggap tidak
ilmiah dan tidak sesuai dengan kaidah-
kaidah ilmiah. Perdebatan tentang hal
ini terjadi sekitar tahun 1940-1950-an.
Pada mulanya yang menjadi pusat
perhatian pemikiran politik adalah
masalah negara.?

Pada era berikutnya studi pemikiran
politik beralih kepada pendekatan perilaku
terhadap ilmu politik (behavioral approaches
to politics). Nama-namaseperti Lee Cameron
Mc Donad, Naomi B. Lynn, Dahl, Herbert A.
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Simon, dan lain-lain adalah tokoh pemikiran
politik behaviord di atas. Padaawanyamereka
menolak teori palitik klasik, khususnyayang ter-
fokus pada kajian tentang negara. Namun
seperti yang dikemukakan sendiri oleh Herbert
A. Simon (salah seorang perintis paham
behaviordismedi Amerika Serikat) secaraterus
terang mengatakan bahwaistilah behaviora-
lisme itu sendiri adalah awkward and some-
what misleading (janggal dan agak kurang
dikenal). laberpendapat bahwa sekarang ini
tampak bahwakehebohan yang ditimbulkan
oleh Behaviordismeitutdahreda Jeadah, apa
yang terjadi sebenarnyabukanlah suaturevolus,
akantetapi tidak lebih dari suatu perkembangan
biasayang dialami ilmu politik.> Dewasaini
pemikiran politik kembali mendapat tempat
yang semakin menonjol dalamilmu politik.
Indikasinya adalah bahwa negara kembali
menduduki tempat yang cukup sentral dalam
berbagai pembahasanilmu palitik, setelah sekian
lamamenghilang ke bel akang.*

Berbedadengantradis pemikiran politik
Barat, kajian politik Islam |ebih banyak ber-
bicara tentang peristiwa-peristiwa politik
mutakhir di dunialdam kontemporer, tanpaada
upayauntuk mengkaji secaralebih mendaam
aspek-aspek pemikiran politik yang benar-
benar dapat mempengaruhi berbagai peristiwa
tersebut.

Kegagalan literatur masa kini yang
berkaitan dengan Islam dan ilmu politik,
sebagian besar disebabkan oleh tidak
memadainyadisiplinitusendiri. Imu politik
modern telah didefinisikan sedemikian sempit
sehinggakehilangan kaitannyadengan aspek-
agpek laindari upaya-upayakol ektif kehidupan
manusa. [Imu politik modern tak memadai,
sebab tidak memikirkan masalah-masalah etis
yang fundamental.

Kontribusi dan artikulasi para penulis
Idamtentang teori politik Idamjugasangat me-
nyedihkan. Karenapadaumumnya, karyatulis

itu lebih banyak bercorak doktrin politik,
bukannyateori politik ataupunfilsafat dan etika
politik. Daamwacana(discourse) antarapolitik
danagama, paraakademikuspolitik Idamlebih
banyak menguraikan teks-teks hukum klasik
dan abad pertengahan, atau menggambarkan
struktur lembagapemerintahan Idamawa yang
dalam sgarah dipandang suci. Sebenarnyake-
cenderungan tersebut mengikhtisarkan dan
memproduksi krisisdalam pemikiran politik
Idam saat ini. Apayang dikemukakan Mumtaz
Ahmad dalam karyanya Masalah-masalah
Teori Politik Islam menarik dicermati:
Pemakaian teori-teori dan asumsi-asums
masalampau yang tidak kritis cenderung
mempersempit bidang masdahrmasaahitu
yang dianggap berkaitan dengan
pengartikulasian pemikiran-pemikiran
politik dan sosial yang koheren. Yang
dibutuhkan adal ah suatu penilaian kembali
yang menyeluruh terhadap anggapan-
anggapan dan konseptualisasi terdahulu
mengenal fenomena politik. Alasan
utamanya bukan karena pemikiran-
pemikiran semacam itu salah padamasa
perumusannya, mdankan karenatdahjauh
tertinggal di belakang perubahan-
perubahanyangtelahterjadi padaduaratus
tahun terakhir dan karenaitutidak mampu
memberikan pemecahan yang relevan,
realistis dan praktis terhadap masalah-
masalah yang tidak ada pada waktu
dirumuskannyapemikiran-pemikiranitu.®

Kajian tentang pemikiran atau etika
politik di sini bukanlah berbicara mengenai
masd ah prilaku,® tetapi bagai manapandangan
tentang manusiadan kekuasaan’. Etikapolitik
sangat terkait dengan hukum dan kekuasaan.
Etikapolitik bersifat metafisis dan dianggap
kurang realistik, di sini filosof sering acuhtak
acuh. Namun parafilosof berjasamengkritisi
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dasar-dasar legitimas kekuasaan palitik. Daam
pandangan filosof etika, politis harusbertindak
benar, bertanggung jawab sertaargumentatif
dalam prilaku politik mereka.® Karenabagai -
manapunjuga, baik dan buruknyakondis ling-
kungan sosial, sangat tergantung pada ke-
putusan politik.

Ddamkonteksini menjadi jelasbahwa
fungsi etikapolitik adalah untuk mengkritis
legitimas politik secararasional, objektif dan
argumentatif.® Tugasetika politik bukan untuk
mencampuri politik praktis, tetapi membantu
agar masalahideol ogisdapat dijalankan secara
objektif. Etikapolitik sebagal patokan orientas
dan panduan normatif bagi politis untuk me-
laksanakan kekuasaan secarabermartabat.™®

Perlu dikemukakan bahwakebangkitan
filsafat politik dimulai padaawal eraindustri,
pascaruntuhnyastruktur politik tradisional.
Sdainitu, perkembanganiptek jugamendorong
akselerasi kehidupan masyarakat yang mem-
butuhkan keputusan politik secaralebih tepat.
Namun ketika negara semakin dominan
mengatur kehidupan masyarakat, di sini politik
dan kekuassan butuh etikapalitik untuk menjaga
martabat manusia.™*

Etikapolitik menuntut agar segdlaklam
atas hak untuk menata masyarakat di-
pertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip
moral dasar.?? Dalam konteksini pula etika
politik berfungs sebagal saranakritik ideologi.™
Lebihjelasnya

Sumbangan etika politik terhadap
pembangunan masyarakat justrulah bahwa
komitmen satu-satunya adalah pada
pencarian kebenaran, entah kognitif, entah
normatif, dengan tidak perduli apakah
pihak-pihak yang berkuasamenganggap-
nya tepat atau tidak. Hasil pencarian
kebenaran, gpdagi kebenaran praktisyang
berelevansi luas bagi kehidupan ma-
syarakat, dengan sendirinyapantasuntuk
disuarakan, selalu.** Etika itu bersifat

refleksf ataumeta-red.*> Menurut Magnis
Susesno, etikapolitik merefleksikan: apa
yang menjadi inti keadilan, gpayang men-
jadi dasar etis sebuah kekuasaan dan
bagai mana kekuasaan harus dijal ankan.
Etikapolitik tidak antipati padaideologi
dantidak menjadi caraatau normatertentu,
tetapi membimbing politik yang luhur.1®

Berdasarkan latar belakang studi etika
politik di atas, secara metodologis, latar-
belakang pendliti memilih etikapolitik Arkoun,
karena Arkoun, dibanding pemikir muslim
posmodernislainnyalebih epistemol ogisdalam
mengkaji perspektif etikapolitik |slam yang
terkait dengan perlunyadekonstruksi Islamic
studies secarakesd uruhan, di manaetikapolitik
tentu juga terkait di dalamnya. Di samping
Arkoun menawarkan konsep Islamologi
Terapannya, ia juga menyinggung masalah
pemikiran Islam yang terkait tentang etika
politik. Dalam konteks penelitianini, pendliti
mengemukakan enam tema yang dikaji
Arkoun, yakni menyangkut tema: wewenang
dan kekuasaan; pembangunan dan perubah-
ansosd; relas agamadan negara; masyarakat
kitab dan pluralisme; demokrasi dan
modernitas; sekuler, sekularisasi dan
sekularisme,

Upayarekonseptuaisas pemikiranpolitik
|slam terutama yang berkaitan dengan etika
politik 1lam masih membutuhkan keseriusan
akademisdari parapemikir politik Idam. Hal
ini lebih dirasakan lagi manfaatnya bila
dihubungkan dengan adanya dominasi pe-
mikirandi luar disiplinpemikiran politik ISam,
sebagaimana yang terlihat pada banyaknya
kajian-kajian tentang tafsir, hadits, kalam
(teologi), filsafat, figh dan tasawuf .Y

Kajian nilai politik Islami sangatlah
dibutuhkan terutama bila dikaitkan dengan
perkembangan modernitasdewasaini. Namun
kajian tersebut lebih bersifat etis-substansial,
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bukan bersifat normatif yang cenderung
menggunakan logikawhite and black dalam
setiap telaah yang dilakukan. Dalam konteks
pemikiran tersebut di atastelah mulai muncul
beberapasarjanaM udim yangingin menekuni
tentang pemikiran politik Idamyangberdimens
etis-subgtantif, di antaranyaada ah Mohammed
Arkoun.

Mohammed Arkoun sendiri merupakan
tokoh Islam yang cukup serius dalam mem-
berikan tawaran pemikiran konseptualnya
medui paradigmaldamologi Tergpanyangjuga
berdampak padapemikiran etikapolitiknya.
Menurut peneliti, ada tiga hal yang mem-
bedakan Arkoun dengan parapemikir Mudim
lannya

Pertama, Mohammed Arkoun me-
rupakan saah seorang di antarapemikir Mudim
pasca modernis/kontemporer (abad 21) —
pasca gelombang Muslim modernis seperti
Abduh dan Ridha- yang memiliki otoritasuntuk
membangkitkan kembali * batang terendam’
potensi kekayaan pemikiran Islam. Otoritas
Arkountdahdiakui olehduniapemikiranidam
internasional bersama-samadengan parapem-
baharu Idam lainnyaseperti: Fazlur Rahman
(Pakistan) dengan paradigmaNeomodernisme
Idam; Naguib al-Attas(Maaysia) dan Ismail
Raji al-Faruqgi (Palestina) yang keduanyadi-
kenal sebagai pelopor Islamization of Know-
ledge; Syed Hossein Nasr (Iran) dengan para-
digmaspiritualitasdan tradisionalitas|slam;
Hassan Hanafi (Mesir) dengan “al-Yasar al-
Islamy/Islamic Left”; Asghar Ali Engineer
(India) dengan teologi pembebasannya;
Mahmoud Thaha dan Abdullahi Ahmed an-
Na im (Sudan) dengan “ dekonstruks syariah-
nya’; Nasr Hamid Abu Zayd (Mesir) dengan
(kritik) tekstuditasal-Qur’ an; Mohamed Abed
Al-Jabiri (Maroko) dengan kritik nalar Arab-
Islam; Muhammad Syahrur (Suriah) yang

dikenal dengan teori nazhariyyat al-hudid;
Abdulkarim Soroush (Iran) dengan teori
penyusutan dan pengembangan Islam; dan
Nurcholish Madjid (Indonesia) dengan
“sekularisas Idam’nya.

Kedua, dibanding parapemikir lainnya,
Arkountermasuk salah seorang pemikir Mus-
limyang memiliki kemampuanintelektua untuk
mengawinkan antara” otentisitasldam” dengan
wawasan social sciences kontemporer. Dari
renungan akademisnya ini dia melahirkan
paradigmaldamologi Tergpan. Ketiga, Arkoun
merupakan pemikir Muslim yang memiliki
pengal aman hidup di duatradis —sgjak kecil —
yakni Idam (Aljazar) dan (Barat) Perancisyang
tentunyasangat berpengaruh dalam upayanya
untuk merekonstruksi studi keislaman masa
depan yang berupaya mempertautkan dua
khazanah peradaban di atas, yang dalam saat
yang samabanyak pemikir Muslimlainnya-
dengan beberapa pengecualian - malah
‘mempertentangkan’ keduatradisi tersebut.
Adapun yang menjadi inti dari pemikiran
Mohammed Arkoun adalah dalam konsep
Islamologi Terapan, dekonstruksi terhadap
logosentrisme pemikiran Islam serta
pemanfaatan semiotika dan social sciences
kontemporer dalam studi Idam.

Mohammed Arkoun tumbuh dan di-
besarkan daam lingkungan sosd yang memiliki
tradis tasawuf yakni aktivitas sufisme populer
khasAfrikayang dikend dengan marabout atau
murabit kaum Berber. Arkoun jugahidup pada
saat Perancismenguasal Aljazair. Secarasoso-
kultural Arkoun beradadalam masyarakat yang
memiliki tradid lissnditambehlagi |atar bel akang
pendidikan Perancis, membuat dirinyasangat
akrab dengan tradisi linguistik yang kelak
banyak mewarnai paradigma pemikiran
keidamannya.

Daam berbagai kajian, Arkoun meng-
kritik ISlamolog Barat yang melihat kondisi
dunialdam semata-mataberdasarkan teks-teks
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yang kongkrit tetapi banyak mengabaikan apa
yang disebut dengan masses of muslims atau
cita-citasosial kaum mudlimin (I’imaginaire
social).’® Islamolog Barat juga cenderung
menyamaratakan kondis dunialdam, padaha
antarasatu negaradengan lainnyamemiliki ciri
yang berbeda. Misalnya, Mesir yang lebih
mempertahankan budayamasaldu, Iranyang
dianggap lebih setia dengan tradisi 1slam,
sedangkan Turki lebih menampilkan wajah
skuler.

Mohammed Arkoun adalah seorang
pemikir Islam yang berada pada spektrum
posmodernismedan pos-strukturdisme, karena
iasendiri merasarisih untuk dikategorisasikan
sebagai Muslim modernis, yang pikirannya
banyak memberikan kritik kepada paratokoh
modernisMudim semacam Muhammad Abaduh,
ThahaHusein, danlain-lain. Sebagai contoh,
Arkounmengkritik paradigmapemikiran politik
Ali Abdul Raziq dan ThahaHuseinyang men-
coba mendemitologisasikan peran Nabi
Muhammad saw. dalam membangun Negara-
Ummah di Madinah. Keduapemikir tersebut
menafikan peran politis Nabi, di manaNabi
semata-matatampil sebagai tokoh agamayakni
sebagai Rasul, bukan kepala pemerintahan.
Sementara Arkoun berpendapat bahwa
eksstens Nabi di Madinah di samping sebagai
rasul, jugasebaga pemimpin politik. Sehubung-
an dengan pemikiran Arkoun tentang etika
politik, dalam karyanyaRethinking Islam*®ia
dengan tegas mempertanyakan gpakah kgjian-
kajian sertapraktek politik umat I1lam dewasa
ini sudah benar-benar didasari padaaspek etika
maupun filsafat politik yang bernuansa
akademis? Sudahkah paraintelektua Mudim
memberikankontribus berupareflekd kritisdan
kongtruktif terhadap ja annyasebuah rezim atau
kekuasaan, dimanarezimtersebut [ebih bersfat
politis ketimbang menggunakan logika
akademisdalam menjaankan praktek peme-
rintahan?

Biladikaitkan denganwacanakeagamaan
yang transendental, Arkoun mempersoalkan
mengapa para agamawan banyak yang
memberikan legitimas atasberbagai bentuk
penyimpangan. Selainituiajugamenekankan
betapa pentingnyamelihat secarakritisupaya-
upayakontrol ‘ negara-negarapartai tunggal’
(the single party nation-states) pasca
kemerdekaan yang cenderung menenggelam-
kan berbagai dimensi yang dikategorikan
sebagai populist culture sertaketerkaitannya
denganmorditaspublik.

Tentang moralitas publik ini memang
menjadi perhatian Arkoun yang mendorongnya
untuk merekomendasi kan betapa pentingnya
umat Idam mengkaji literatur-literatur etika
filosofis semacam karya Ibn Maskawaih
(Tahdzib al-Akhléaqg). Dengan kata lain,
Arkoun menginginkan pentingnya upaya
pembedaan antara perspektif teoritis etika
dengan tindakan moral atau moralitaskonkrit
yangsfanyaindividud. Implikas dari pemikiran
etistersebut, Arkoun mengingatkan agar umat
Islam selalu kritis dan mewaspadai secara
akademisideologi politik yang berlindung di
baik dogan ‘kebangkitan Islam’, *kebangun-
an Islam’ atau himbauan untuk ‘kembali
kepada agama’ seperti yang selalu didengung-
kan oleh kaum fundamentalisyang cenderung
bergfat politisdan gpologis.

Daam menganaisisfenomenajaannya
organisas negarayang monopolistik Arkoun
jugamenggunakan wacanakritisisme Jurgen
Habermas sebagai pisau analisisnya, tak lain
adalah dalam rangka menegakkan tatanan
politik masyarakat yang bernuansamoral dan
religius. Walaupun pendekatan metodol ogi
Barat yang digunakan Arkounini banyak men-
dapat kecurigaan dari parateolog Mudim, tetapi
Arkoun berkeyakinan bahwauntuk memantap-
kanimanbisameaui jaur resondisas terhadap
doktrin-doktrin keagamaan.

Sgjdan dengan pandangan Prof. Fazlur
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Rahman?, Arkoun juga menekankan betapa
pentingnyaaspek budayadanintelektualisme
di samping aspek material-finansial dalam
melahirkan sebuah tatanan politik yang
bernuansa pembangunan. Bagi Arkoun - juga
Rahman - upayapembangunan intelektuaisme
jauh lebih mendasar ketimbang pembangunan
fisik material semata, karena pembangunan
tatanan sosd suatu bangsayang tidak dilandas
oleh fondasi etika dan spiritual serta
intelektualisme yang mumpuni akan membuat
pembangunan yang adatidak bertahan lama.
Wawasan etik dan spiritualitas politik
Mohammed Arkoun lewat teori 1slamologi
Terapannya juga mencoba menampilkan
konsep wewenang dan kekuasaan. Menurut
Arkoun, konsep wewenang lebih bersifat
khari smatisteol ogisdan bernuansaMakkiyyah
dan berimplikas padalahirnyakesadaran dan
ketundukan secara sukarela. Maka konsep
kekuasaan lebih bersifat rasionalistik dan
sistemik sebagai ciri pemikiran Madaniyyah
dan melahirkan pemaksaan kekuasaan terhadap
masyarakat (rakyat). Pandangan Arkounini
dikaitkan pada diri Nabi sebagai pemimpin
umat yakni ketikahidup padaeraMakkiyyah
maupun Madaniyyah. Dalam bahasa politik
modern bisa dikaitkan dengan eksistensi
pemimpin informal dan formal dalam suatu
komunitassosa maupun negara.
Daamdiskursusyanglain, secaraetis-
spiritualistik, pemikiran politik Mohammed
Arkountidak dapat menerimaberbagai smbol
atau gelar-gelar feodalistik seperti bay’ah,
khal)fah fi al-ardh (orientas penguasa), am)r,
sulthan, al-mu’tashim billah, al-mutawakkil
billah atau al-h&di billah sertaberbagai bentuk
cultism lainnya. Menurut Arkoun, berbagai
istilah kekuasaan tersebut cenderung hasil
manipulas penguasaterhadap rekayasasosa
umat (pasca Nabi maupun sahabat Nabi).
Secara etis-politis, Arkoun juga tidak me-
nyetujui wargaatau umat yang bersifat taglid

terhadap status-quo, jadi harusselau bersikap
oposis loyal, kritistetapi konstruktif. Arkoun
juga mengingatkan para penguasa - beserta
paragparat birokras - untuk tidak sembarangan
mel ontarkan berbagai isu politik hanyauntuk
kepentingan status-quo belaka. Demikian
beberapagambaran awa dari pemikiran etika
politik Mohammed Arkoun yang menurut
pendliti bergfa unik dan menarik untuk ditdliti.*

Di antarakeunikan pemikiranetikapolitik
Arkoun tersebut antaralain adal ah pentingnya
studi politik yang bernuansa akademis ke-
timbang mengedepankan studi historis-
kronologisbelaka. Arkoun jugamenekankan
betapa pentingnya suatu pemerintahan di-
jalankan dengan memakai logika akademis
ketimbang logika politis semata. la juga
mengkritis paraagamawan yang hanyatampil
sebagai legitimator terhadap suatu pemerintahan
yang sudah jelasmenyimpang dari kebenaran.
Arkoun jugamengkritis kaum fundamentalis
yang banyak berlindung di balik slogan
kebangkitan slam. Jugatentang pentingnya
landasan pembangunan suatu bangsa yang
berdasarkan kekuatan budaya dan intelek-
tualisme, bukan semata-mata beroerientasi
pada pembangunan fisik material. Arkoun
membedakan antara konsep wewenang dan
kekuasaan, di samping ituiajugamengemuka:
kan ketidaksetujuannya dengan gelar-gelar
keidaman yang feodaistik, di manapenguasa
banyak yang memanipulasi simbol-simbol
agamaatau mengatasnamakan Tuhan untuk ke-
pentingan politik mereka

Sampai saat riset ini dilakukantelah ada
beberapasolus yang dilakukan seperti Fazlur
Rahman tentang konsep demokrasinyayang
identik dengan Islam melalui wacana lslam
normetif dan Idam higtoris. JugaHassan Handf
melalui |slam sebagai ideol ogi yang mampu
menformulasikan gjaran |dam sebagai sebuah
sistem akidah yang mampu melakukan
perubahan sosial atau teologi pembangunan,
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maupun tokoh seperti Asghar Ali Enginer yang
mendambakan [ahirnyapemikiranldam sebega
wahanateol ogi pembebasanyakni Sgemgaran
Idam yang mampu membebaskan masyarakat
dari berbagai bentuk penindasan terutamaoleh
struktur kekuasaan.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka
perlu dirumuskan pertanyaan sebagal berikut:
(1) Apa yang menjadi landasan pemikiran
Mohammed Arkoun dalam mengajukan
kritiknyaterhadap etikapolitik Idamklasik?(2)
Bagaimanasubstansi pemikiran etikapolitik
Idam Mohammed Arkoun? (3) Di manaletak
batas-batas maupun wilayah etika politik
Mohammed Arkoun? (4) Bagaimana pula
sgnifikang, rdevang, sartaimplikasetikapolitik
Mohammed Arkoun terhadap upaya pe-
ngembangan etikapolitik 1dam kontemporer,
maupun kontribusi praksi snyauntuk konteks
Indonesia?

Penelitian ini bertujuan: (1) Melacak,
memahami dan merumuskan landasan pe-
mikiran Mohammed Arkoun dalammenggukan
kritiknyaterhadap kajian etikapolitik Islam
klasik. (2) Tujuan berikutnya adalah men-
jelaskan substand dari etikapolitik Mohammed
Arkoun. (3) Tujuan selanjutnyamengungkap
batas-batas maupun wilayah etika politik
MohammedArkoun. (4) Tujuan akhirnyaadaah
menjelaskan signifikansi, relevansi, serta
implikasi etika politik Mohammed Arkoun
terhadap upaya pengembangan etika politik
Isam kontemporer dan kontribus praksisnya
bagi pengembangan politik ISamdi Indonesa

Sebagai bukti orisinalitas, peneliti
me akukan pend usuran risst-riset terdahuluyang
terkait Mohammed Arkoun, dan dapat
dikel ompokkan dalam empat bidang, yaitu: (1)
penditian-pendlitian tentang landasan fil osofis-
epistemol ogis pemikiran Arkoun, serta pen-
dekatan interdisipliner baik yang bersifat social
sciences maupun semiotikadalam studi Idam;
(2) penditian-penditian tentang keagamaan dan

humanisme; (3) penelitian-pendlitian tentang
studi d-Qur’ an; (4) pendlitian tentang moderni-
tasdan demokrasi.

Pertama, penelitian-penelitian tentang
landasan fil osofis-epi stemol ogis maupun pen-
dekataninterdispliner baik yang bersifat social
sciences maupun semiotikadalam studi Idam.
Pendlitian-penelitian di bidangini dapat dilihat,
misalnya, dalam penelitian yang dilakukan
Leonard Binder di manadia menyimpulkan
bahwaA rkoun termasuk tokoh Islam liberal
yang beraliran strukturalisme.?? Mohammad
Nasr Tamara, ddam“Mohammed Arkoun dan
Islamologi Terapan”, menyatakan bahwa
kelemahan Islamologi klasik karena tidak
memiliki saturefleks pemikirandan metodologi.
Kecudli itu, secarapraktismempersempit ruang
studinya pada pemikiran-pemikiran teologi,
filsafat dan hukum. Lebihlanjut, Nasir Tamara
mengemukakan bahwagunamengis kdemahan
ini, diperlukan “lIslamologi terapan” yang
merupakan suatu praktek ilmiah pluridispliner,
dan bertujuan untuk menciptakan kondisi-
kondisi yang menguntungkan dalam mem-
bebaskan pemikirandamdari berbagal tatanan
usang dan mitologi-mitologi yang menyesatkan.
Selainitu, Isamologi terapan memiliki tugas
yang cukup banyak yang harus segera di-
selesaikan. Padahal peralatan, bahan-bahan
yang adameasih sangat kurang. Makadiperlukan
sebuah kerjasama internasional para ahli,
supaya tujuan Islamologi terapan itu bisa
tercgpal. Karenanya, lanjut Nasir, makasdluruh
karya riset dalam berbagai bentuk seperti
pembuatan katal ogus, leksikon, text book, dan
penerbitan ulang karya-karya klasik yang
ditelash secarakritisoleh parapendliti, menjadi
sangat penting. Terkait dengan perkembangan
pemikirandi duniaBarat, secaraepisemol ogis,
sebagai kebalikan dari dunia Islam, terus
mempertanyakan kembali faedah-faedah postif
maupun negatif pengalaman-pengalaman
intel ektual seperti nominalisme, kedaulatan dari
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subyek yang tampak nyata pada cogito dan
Reformad, [ahirnyasebuah kekuasaan spiritua
sekular (Abad XVII1-XIX), rasionalisme
tergpan, positivisme dengan seluruh eksesnya,
materialisme dialektika, historisitas dengan
semuaeksesnya, relativitas, dan sebagainya®

Untuk riset senadalainnya dapat pula
dilihat dalam tulisan M. Amin Abdullah,
“Mohammed Arkoun: Perintis Penergpan Teori
[Imu-1lmu Sosd EraPogt-Pogitivisddam Studi
Pemikiran Keislaman”,>* dimanaAmin me-
nyatakan bahwaM ohammed Arkounteah me-
masuki fase yang paling akhir dari per-
kembanganteori-teori ilmusosd yang dikaitkan
dengan Islamic Studies. Fase pertama
bercorak filologis-orientalistik, yang fokus
padastudi teks sebagaimanaumumnyadianut
pendliti orientalisklasik. Adapun fase kedua,
bercorak fungsionalis-modernis, yakni studi
Islam melalui pendekatan social-sciences.
Adapunn fase ketiga, Arkoun telah meng-
gunakan corak pendekatan hermeneutik-
interpretatif. Berbedadengan fase keduayang
positivistik, padafaseketigaini Arkoun sudah
memasuki wilayah studi keidaman yang post-
positivism. Menurut Amin Abdullah, dalam
pendekatan ketigaini, masyarakat tidak | agi di-
perlakukan seperti “mesin”, tetapi sebagai sis-
tem pemahaman makna (system of mean-
ing), yang di dalamnyatercakup secaraluas
unsur-unsur knowledge, experience dan
perasaan masyarakat yang diteliti.

Kedua, penelitian-penelitian tentang
keagamaan dan humanisme. Riset Maki Ahmad
Nasir, “ Dekonstruks Arkoun terhadap Makna
Ahl d-Kitab” , menyebutkan di manaArkoun
melihat bahwa format ortodoksi telah
menggumpal dalam anyaman segjarah per-
adaban |dam, yang padagilirannyamengimbas
padapolapikir dalam bidang pendidikan, sosd,
hukum, etika dan falsafah, serta ber-
kecenderungan ke arah tekstual. Berdasar-
kan kritik tersebut, lanjut Malki, Arkoun

mel akukan pembongkaran atas maknaahl al-
Kitédb dengan tujuan untuk kepentingan
melepaskan dari arus ideologisasi dan
mitologisas caraberpikir umat, yang menurut
Arkoun, eksklusif, kolot dan fragmentaris.
Namun menurut Malki, kritisisme Arkoun
tentang tafsir ahl al-Kitéb |ebih dipengaruhi
oleh pengdamanArkoun sendiri terhadgp Kitab
lain, khususnyaBibleyang digplikasikanArkoun
dadamstudi al-Qur’an. %

Penelitian Ruslani, Masyarakat Kitab
dan Dialog Antara Agama: Studi Atas Pe-
mikiran Mohammed Arkoun, menyatakan
bahwawahyu, ddam pandanganArkoun, harus
dipahami dengan berbagai metode pendekatan,
terutamadengan metode hermeneutik, semiotik,
dan linguistik. Secarahistoris-antropologis,
wahyu dapat dibedakan menjadi tigatingkatan.
Pertama, wahyu sebagai firman Allah yang
transenden. Kedua, wahyu yang ditampakkan
daam sgarah mddui nabi-nabi. Ketiga, wahyu
yang sudahtertulismenjadi sebuah Kitab Suci.
Wahyu padatahap ketigainilah yang masih
dapat kitatemui dan kitabaca, oleh karenanya
daam melihat wahyu tahap ini —yang disebut
Arkoun sebagai official closed canons —harus
jugadilihat setting sgjarah dari munculnya
wahyu padatahapini. Pandanganini mempunya
implikasi yang cukup signifikan terhadap
pandangan Arkoun mengenai konsep ahl al-
kitab dan dialog antaragama.®

Ketiga, penditian-penditian tentang studi
a-Qur’ an. Disertas Dr. Abdul Kabir Hussain
Solihu, Historicist Approach to the Qur’an,
memuat tentang hermeneutika Fazlur Rahman
dan Mohammed Arkoun. Dari hasil pe-
nelitiannya, Abdul K abir menemukan bahwa
perhatian utama atau tujuan dari penelitian
Arkountidaklah jelas: apakah penelitiannya
tersebut termasuk dalam kategori kajian al-
Qur’ an atau kajian metodologi. Tidak adake-
raguan bahwaArkoun memperhatikan masdah
metode, akan tetapi pembacanyaakan tersesat
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antaramembacabuku tentang andisa, kritik dan
penafsiran teks, ataul buku tentang metodol ogi.
Tidak sulit melihat, lanjut Abdul Kabir, bahwa
Arkoun tidak mengkaji metodologi untuk
kepentingan a-Qur’ an, tetapi diamengkaji al-
Qur’ anuntuk kepentingan metodologi. Ketika
metode tersebut dikembangkan di Barat, dia
tidak akan puas sampai metode itu terbukti
dapat diterapkan untuk warisan sgjarah Idam.
SebetulnyaArkoun benar-benar sadar bahwa
ilmu-ilmu multidisipliner dalam metodol ogi
tersebut, khususnya semiotika, masih dalam
perkembangan dan belum adaformulas khusus
yang terbukti konklusif, namundiamasih sgja
menyandarkan bacaannyapadasemuaitu.?’

Keempat, penditiantentang modernitas,
demokras danlain-lain. Adapun yang terkait
dengantemamodernitasini dapat dilihat dalam
tessyang ditulisoleh Suadi Sa ad (Pascasarjana
IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta). Tesis
tersebut berjudul “1damMenghadapi Tantangan
Kemodernan, Pandangan Mohammed
Arkoun,” (1995). Karyadimaksud lebih mem-
fokuskankgiannyatentang bagaimanahubung-
an antaraldam dan modernitas. Daam karya
tersebut dikemukakan tentang berbagai per-
soalan kemodernan antara lain mengenai
sekularisme, politik, isu-isu sosial, masalah
intel ektualisme dan pembangunan.

Selainitu, terdapat pulakaryalainnya
mengenai pemikiran Arkoun yang mencakup
kajian tentang Arkoun dalam berbagai bidang
fokus penelitian, sebagaimanaterlihat dalam
Johan Meuleman (ed.), Tradisi, Kemodernan
dan Metamodernisme, Memperbincangkan
Pemikiran Mohammed Arkoun.?® Dalam
bukuini Johan Meuleman menyunting bebergpa
tulisan tanggapan penulis-penulislain terhadap
pemikiran Mohammed Arkoun. Karyaini ber-
is antaralain tentang Arkoun dan kritik nalar
Islam; Arkoun dan tradisi hermeneutika;
sumbangan dan batas semiotika dalam ilmu
agama; metode Arkoun dalam membacaal-

Qur-"an; Islam dan kemodernan; Islam dan
pascamodernisme sertabeberapa catatan kritis
tentang karyaArkoun. Dalam buku ini juga
berisi tentang hubungan Islam dan politik,
sebuah studi keterkaitan, yakni bagaimanase-
benarnyapandangan keislaman Arkoun bila
dikaitkan dengan politik. Peneliti mencoba
meneliti |ebih lanjut tentang pemikiran etika
politik Mohammed Arkoun yang masihbelum
diteliti secaramendalam oleh parapendliti lain.

Untuk meneliti pemikiran Arkoen di-
perlukan kerangkateori, yakni yang berkenaan
dengan etika. Dagobert D. Runes dalam
karyanya Dictionary of Philosophy
mengemukakan bahwakonsep etikaidentik
denganmoral philosophy yakni berupatelaah
maupun disiplinyang memusatkan perhatiannya
dalam soal penilaian tentang persetujuan dan
ketidaksetujuan. Konsep etika ini, lanjut
Dagobert, bisa juga menyangkut sebuah
penilaian tentang kebenaran dan kesalahan,
kebai kan dan keburukan. Dalam tel aah tentang
etikaini bisamencakup duaarah. Pertama,
sudi etikamengarah padasuatu andissmaupun
penjelasan psikol ogis atau sosi ol ogistentang
apa dan mengapa kita menetapkan sikap
persetujuan maupun ketidaksetujuan terhadap
apayang kitalakukan. Kedua, tentang sikap
atau prilaku persetujuan dan ketidaksetujuanitu
sendiri. Bisajugaberkaitan dengan petunjuk
teknis- lebih dari sekedar penjelasan—tentang
upaya menemukan beberapa bentuk ideal
maupun standar dari sebuah prilaku atau
karakter. Di kalangan beberapafil osof etika,
cenderung mengkombinas kan keduaorientas
studi di atas.®

Daam perspektif yang lain, pemahaman
tentang konsep etika itu sendiri bisa me-
ngandung tigamaksud yang berbeda. Pertama,
etikasebagal caraatau pandangan hidup (way
of life) seperti etikakeagamaan. Kedua, etika
sebagal kumpulan aturan tentang tingkah laku
(moral code) seperti etikaprilaku, etikaprofes
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dan sebagainya. Ketiga, etikasebagai upaya
analisisterhadap way of life dan moral code.
Bentuk yang ketigaini etikadigolongkankepada
sebuah cabang filsafat yakni M etaetika* Bila
dilihat dari pendefenisandi atas, secaraumum
konsep etikadapat dibagi duayakni etika se-
bagai practical guidance maupun etikasebagai
suatu telaah kritistentang mora (critical stud-
ies on morality). Dalam penulisan disertasi ini
peneliti lebih menekankan pemahaman konsep
etikayang kedua, khususnyayang berkaitan
dengan studi kritistentang moralitasatau etika
politik Idam.

Sebagai kerangka konseptual dari
pemahaman modd etikakeduadi atas, di sini
peneliti akan mengemukakan beberapa
pemahaman etika politik dalam khazanah
pemikiran politik 1slam sebagai acuan untuk
membidik kerangka pemikiran politik
Mohammed Arkoun. Adapun beberapakon-
sep etikapolitik 1dam dimaksud dapat pendliti
kemukakan sebagai berikut.

Daamkhazanah pemikiranpolitik Idam
paling tidak ditemukantigadiran etikapolitik:
idealis-formalistik, realis-pragmatik dan
integratif. Aliran etika politik pertama ber-
pendapat bahwaldamitu seperti super market
(every thing), serbaadadan komplit. Menurut
diranini, untuk membangun sistem palitik yang
Idami harudah murni dari ddlamIdamsendiri.
Umat Islam tidak boleh melihat keluar.
Kelompok aliran pertamaini dipelopori oleh
mayoritaspemikir Ikhwanul Mudimin, Abul A'la
Al Maududi dan Muhammad Rasyid Ridha.3!

Adapun aliran politik yang kedua
beranggapan bahwa Islam seperti agama-
agamalain, yang menyatakan bahwapersoaan
rituditaskeagamaan itu tergantung sepenuhnya
kepadaAllah, sedangkan yang menyangkut
tentang sistem politik sepenuhnyatergantung
kepadakemauanrakyat. Seperti yang dinyata-
kanolehAli Abdurrazig, Nabi Muhammead saw.
tampil dalam panggung sgjarah hanyasebagai

tokoh (pemimpin) ritual, tidak sebagai kepala
negara (seperti yang dianut mazhab pertama).
Para tokoh aliran realis-pragmatis ini yang
terkena diantaranya, selain Ali Abdurraziq
sendiri, juga adalah Thaha Husein (mantan
Mendikbud Mesir).® Secarafaktual diranini
banyak dianut di kebanyakan negeri mudim.

Sdanjutnya, diranpolitik ketiga, yakni
diranintegratif, berpendapat bahwatidak benar
dalamIdam“adasistem politik tertentu”, tetapi
tidak benar pulaanggapan yang mengatakan
bahwa “Islam sama sekali kosong politik”.
Aliranini berpandangan, di ddamIdamadatata
nila etikapalitik yang bisamenjadi motivas bagi
bangunan sistem politik sebuah negara. Aliran
ketigaini dianut oleh Husein Haika, dantokoh
Neomodernisme Islam Fazlur Rahman.*
Tampaknya, tokoh-tokoh Islam dan cen-
dekiawan muslim di Indonesiasecaraumum
lebih tergolong kepadaaliran yang ketigaini.
Dari perspektif pemikiran etikapolitik Idamdi
atas, timbul pertanyaan: dari ketiga politik
tersebut, sistem etikapolitik manayang lebih
dapat diterimaoleh umat Idam?A pakah yang
dimaksud dengan sistem politik tersebut,
khususnyadaam kaitannyadengan pemikiran
[dam?

Sistem politik merupakan suatu
konseps yang berisikan antaralain: sigpakah
yang menjadi sumber kekuasaan kedaulatan
negara? Tuhan, rgjaatau rakyat? Selanjutnya,
sigpakah yang menjadi pel aksana (penyeleng-
gara) kekuasaan negara? Apakah dasar dan
baga manacarapemilihan kepemimpinanyang
diadakan? Terakhir, kepada siapakekuasaan
dipertanggungjawabkan, dan bagaimanamode
pertanggungjawaban tersebut?

Secaranormatif, sebenarnyadi dalam
al-Qur’ antidak didapati sistem dan tatacara
pemilihan bagi terselenggaranya sebuah ke-
kuasaan, yang ada hanya prinsip-prinsip ke-
adilan dan musyawarah. Dalam hadis Nabi,
yang dimintakan pertanggungjawaban adal ah
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“tentang” rakyat yang dipimpin, bukan “di
depan” rakyat (‘an ra’iyyatih), bukanamama
ra’iyyatih)).

Berbicaratentang s stem musyawarah,
dalam segjarah Islam terlihat bahwa Nabi
Muhammad s.aw. senang sekali mengadakan
musyawarah dengan para sahabatnya. Jadi,
Nabi sendiri tidak membuat suatu polatertentu
dalam me aksanakan musyawarah tersebut, atau
dengan kata lain, belum dikembangkannya
sistem musyawarah secaralebih prosedural -
institusional. Di dalam sistem demokrasi kita
kend igtilah“ menurut suaraterbanyak” . Tetapi
di zaman Nabi tidak selalu keputusan
musyawarah diambil menurut secaraterbanyak.
Bahkan, dalam beberapa hal, Nabi selalu
mengambil keputusan yang kurang disetujui oleh
sahabat.

Sebagai ilustrasi, setelah usal perang
Badar, ada 70 tawanan kafir yang tertangkap
oleh umat Islam, di antaranyaA bbas Paman
Nabi, danAqil, seorang adik SaidinaAli. Nabi
merasa kesulitan karena ada paman dan
kemanakannyasendiri. Lalu Nabi mintapen-
dapat dengan para sahabat. Abubakar ber-
pendapat, agar ketujuh puluh tawanan tersebut
dilepaskan denganimba an tebusan. Sementara,
Umar menyatakan agar semua paratawanan
tersebut dibunuh sgja. Akhirnya, Nabi me-
mutuskan, tawanan tersebut dibebaskan
dengan membayar tebusan. Begitu jugakasus
tentang jenazah Abdullah bin Ubay (munafik
besar) yang jenazahnya dishalatkan Nabi,
padahal mendapat protes yang keras dari
sahabat terutama dari Umar bin Khattab.
Banyak kasus-kasuslainyang semisdl.

M erupakan suatu kenyataan pulake-
tika Nabi wafat, ternyata tidak ada sistem
kekuasaan yang ditinggal kan Nabi. Sehingga
penguburan Nabi sempat tertundakarenaingin
menyelesaikan persoalan pengganti Nabi
sebagai khalifah. Secarafaktual dan historis,
lebihjelaslagi terlihat betapasaing berbedanya

poladaam pemilihankhdifah yang empat. Abu
Bakar tampil sebagai khdifah setelah dibai’ at
langsung oleh Umar dan diikuti oleh orang
banyak. Adapun Umar, menjadi khdifah karena
lebih dahulu sudah direkayasaoleh Abu Bakar
melalui musyawarah terbatas kedua sahabat
terdekatnya yaitu Usman bin Affan dan
Abdurrahman binAuf. Khaifah Usman sendiri
terpilih melaui semacam badan formatur yang
terdiri dari enam sahabat Nabi terkemuka, ter-
masuk di dalamnya anak Umar bin Khattab
yaitu Ibnu Umar. Secara kebetulan, keenam
sahabat tersebut termasuk dari kel ompok suku
Quraisy, jadi tidak ada perwakilan lainnya.
Pemilihan Ali bin Abi Thalib juga berbeda
dengan khalifah Usman. Berdasarkan faktadi
atas, pada prinsipnya Islam membenarkan
sstemkekuasaan (pemerintah) yang bagamana
pun bentuknya, sepanjang dapat menerimaatau
tanpameninggakan nilai dan prinsip-prinsip
musyawarah, keadilan dan persatuan.

Dalam perspektif studi Islam
kontemporer dan kaitannya dengan etika
politik, M. Said a-* Asymawy* mengemuka-
kan teori fundamentalisme autentik dan
fundamentalisme politik. Secarametodol ogis,
fundamentalisme autentik ini beradadi antara
kaumidedlis-fundamentalisme politik maupun
kelompok |slam pragmati/liberal atau rasio-
nalisme-pragmatik. Fundamentalismeautentik
ini lebih menggunakan critical approach dan
tetap beradaddam bingka humanismeilahiah.®
Secara netral dan moderat, al-' Asymawy
berpandangan tentang betapa pentingnya
penekanan pada aspek partisipasi aktif dan
konstruktif manusiadalam politik, sekaligus
menolak adanyapoalitisas agamayangdinilanya
cenderung mani pulatif dan provokatif. %

Perbedaan pandangan politik al-
‘Asymawy ini dapat puladikategorikan antara
pemikiran politik 1slam yang menganut
pandangan Idam universa, dibedakan dengan
Idam partikular, di manaldam universa lebih
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berpedoman pada nilai-nilai keislaman dan
kemanusiaan yang hakiki dan permanen serta
berdimens jangka panjang, ketimbang Ilam
partikular yang berdimens kepentingan politik
jangka pendek dan cenderung memperalat
agamasebagal saranapemenuhan kepentingan
individu maupun kelompok. Di sinilah al-
‘Asymawy memperkenalkan perspektif
humanisme Islam,*” wal aupun tak dapat di-
hindari bahwa perspektif Islamic humanism
ini banyak yang beranggapan merupakan
pengaruh dari renaisans Eropa, tetapi
sebenarnyajugaadadalamtradis sufismels
lam, sdlainjugaadadalamtradis Kristendan
Yahudi.® Dalam pandangan al-* Asymawy,
humanismeldamyang diyakininyasudahtentu
sangat berbeda dengan perspektif secular hu-
manism yang cenderung anti-agama. Bagi al-
‘Asymawy, Islamic humanism meng-
kombinas kan antarahuman power by reason-
ing dengan spiritualitaskeagaman yang univer-
sal, yang di dalamnya terkandung konsep
kesatuan tentang Tuhan (unity of God) maupun
kesatuan kemanusiaan (unity of mankind).*
Berdasarkan visinyaini, al-* Asymawy
sangat berkenginan untuk membangunvis baru
politik Idam di Dunialdam khususnyaTimur
Tengah yang berlandaskan pada perspektif
humanismeldam. Bagi d-' Asymawy, vid politik
Islamic humanism ini tidak hanya di-
peruntukkan untuk umeat Idam secaraeksklusif
namun jugadapat mengakomodasi berbagai
kepentingan umat manusia secara lintas
agama.”’ Di sini terlihat jelas bahwa al-
‘ Asymawy mendefinisikan suatu kodeetik dan
moral yang bisa dipegang oleh semua umat
manudatanpaadanyadiskriminas. Hd ini jelas
sangat berbeda dengan apayang dianut oleh
kebanyakan politisi Muslim ekstrimis yang
beranggapan bahwa wahyu Tuhan yang
diberikan kepada Nabi khusus untuk kaum
muslimin sgja.** Apayang dikemukakan al-
‘Asymawy ini sangat mirip dengan apayang

dikemukakan Arkoun tentang masyarakat
kitab yang inklusif bukan konsepahl kitab yang
eksklusif, sebagaimana yang akan penéliti
kemukakan pada pembahasan mendatang.

Berdasarkan telaah dari ketigamazhab
etikapolitik Idam di atas sertakerangkaetika
politik sebagaimana yang dikemukakan al-
‘ Asymawi, makajelasterlihat adanyadidektika
dalam khazanah etika politik Islam yang
dikerucutkan menjadi duakecenderung yakni
yang bercorak theocentrism maupun human-
ism. Dari kedua kecenderungan tersebut,
penulis akan membedah etikapolitik Arkoun
padabab ke-4 mendatang.

Namun, sebelum penulismerumuskan
perspektif etikapolitik Mohammed Arkoun,
mengingat konsepsi etikapolitik Islam juga
sangat terkait erat dengan metodologi Iamic
studiesyang dianut, makapadaBab I11, secara
khusus, penulis kemukakan terlebih dahulu
kaitan erat antaraperspektif studi politik dengan
wawasan Islamic studies. Dalam mengkaji
wawasan |slamic studies yang baru penulis
meminjam analisis Fazlur Rahman tentang
wilayah dam normatif maupun Idamhistoris,
serta membandingkannya dengan beberapa
pemikir Islamic studies lainnya. Adapun untuk
sudi etikapolitik Arkoun, penulismenggunakan
teori politik yang bercorak fundamentalisme
autentik vers M. Salid a-* Ashmawy sebagai-
mana secaraumum tel ah penulis singgung di
atas. Berdasarkantelaah yang dilakukan terlihat
bahwa etika politik Islam yang baru tidak
mungkin dikembangkan berdasarkan landasan
metodol ogis|damic studiesyang lama, tetapi
harus ditopang oleh landasan metodologi
keilmuan Islam yang baru. Untuk implikasi
sosiologis di Indonesia, dalam upaya pe-
ngembangan wawasan |damic studieskhusus-
nyayang terkait dengan pengembangan studi
politik, penulismenggunakanistilah studi Idam
posmodernisddamwilayah Idamic sudiesyang
baru, dan etika politik teo-humanistik untuk
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wilayah political studies.

METODE PENELITIAN

Pendlitiandisertad ini tentang Etikapolitik
Mohammed Arkounyakni mengena maknadan
posisi serta implikasi pemikirannya dalam
wilayah Islamic studies maupun transformas
pemikiran politik Idam kontemporer. Pendlitian
merupakan bagian dari studi pemikiranyang
tergolong padapenditian budaya. Penditianini
menggunakan pendekatan filosofis. Metode
yang digunakan adalah metode deskriptif,
historis, dan andisssintess.

Penelitian ini menggunakan metode
penalaranrasiona . Adapun metoderasiond di
sni yakni dengan menggunakan metodeandiss
wacana sebagaimana yang dikemukakan
Jacques Derridadengan metode dekonstruksi-
nya. Metodeini dioperasondkanmedui upaya
kritik atau pembongkaran terhadap berbagai
aturan yang tersembunyi dalam sebuah teks.
Proses pembongkaran tersebut terkait dengan
hal-hal yang “yang tak dipikirkan” dan*“yang
tak terpikir’.*> Metode Derridaini bermanfaat
untuk membukakedok ideologisdan mitologis
yang tersembunyi daamkgjian etikapolitik Is-
lam.

Analisis filosofis ini juga diperkaya
dengan pemikiran Muhammad Sa'id al-
‘ Asymawy tentang fundamentalisme autentik
yang dibedakan dengan fundamentalisme
politik. Paham fundamentalisme autentik
cenderung masih berpedoman padanilai-nila
kenabian yang universal dan transendental,
sedangkan fundamentalisme politik Iebih
bertumpu padawacanapoalitik ISamyanglebih
partikular dan menygarah yang umumnyatelah
menyimpang dari orisinditasdan universaitas
Idam.®

Untuk mengandisisdimend etikapolitik
Arkoun, penulisjugamenggunakan perspektif
Paul Ricoeur tentang wacanadantindakanyang
terkait dengan otonomisasi teks yang ber-

implikas padaotonomi tindakan dan tanggung
jawab. Demikian pulapembedaan antaraetika
individual denganetikasosd aauinditusond .
Daam kaitannyadengan studi teks, Ricoeur
memperluasnyatidak semata-matabahasayang
ada dalam sebuah tulisan, tetapi juga pada
Setigp tindakan manusiayang memiliki makna
atau setiap tindakan yang disengaja untuk
mencapal tujuantertentu.® Tindakan sosd tidak
lepas dari ideologi sebagal gejala umum
pemikiran manusa. Terkait dengan otonomisas
tindakan, menurut Ricoeur bahwatindakan bisa
lepas dari maksud awal pelaku dan bergerak
dengan dinamikanyasendiri. Pelaku dapat sgja
mengelak untuk bertanggung jawab atas
tindakannyakarenarentang waktunyadan jarak
pelimpahantugas. Namun secaraetika, otonomi
tindakan menuntut adanyaotonomi tanggung
jawab.%®

Bagi Ricoeur, reditassogd atau sgarah
paling tidak memiliki empat karakter. Pertama,
fixation of action, yakni sebuah redlitas—sosa
atau sgjarah — baru akan dapat dijadikan objek
kajian ilmiah, sejauh readlitas tersebut telah
terstruktur atau dibakukan dalam sebuah —
diskursus — tulisan. Kedua, the outomatio-
zation of action, yang mengandung makna
bahwatindakan sosa kitamengandung makna
yang objektif. Di sini dimaksudkan bahwa
tindakan kitasering kali tidak lagi bergantung
pada yang kita maksudkan, sebagaimana
makna sebuah teksyang tidak lagi berkaitan
dengan intensitas psikologis sang pengarang
(author). Inilah yang disebut oleh Ricoeur
dengan istilah dekontekstualisasi. Jadi ada
distinks atau jarak antarapel aku dengan per-
buatannya. Sebagai contoh, seorang pemimpin
politik, tidak lagi dinilai dari tujuan dari
kebijakan yang ditetapkannya, namun lebih
dilihat dari hasilnya.*’ Ketiga, relevance and
importance, yakni keterpisahannya dari
konteks awal tindakan. Dimaksudkan di sini
bahwa sebuah tekstidak lagi harus dipahami
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berdasarkan asbab an-nuzul-nya(relevance)
maupun nilai pentingnya (importance) suatu
tindakan saat konteks awal lahirnya teks.
Dengan kata lain, sebuah tindakan bisa
bermaknalain biladihubungkan dengan konteks
waktu yang berbeda. Keempat, meaningful
action, yakni sebuah teks pada hakikatnya
sangat terbuka dengan berbagai pemaknaan
baru (human action as ““open’” work). Di sini
dimaksudkan bahwa sebuah teks tidak lagi
terikat padaaudiensawa dalam prosesdiaogis
bahasalisan. Sebuah tindakan tidak lagi hanya
dinilai oleh orang yang menjadi saksi mata.
Sebuah tindakan menjadi terbuka untuk se-
lamanya bagi para penanggap baru di ber-
baga zaman. Inilahyang dimaksud oleh Ricoeur
denganistilah rekontekstualisasi.*®

Daampenulisandisertas ini, penulisjuga
menggunakan pemikiran Anthony Giddens
dalam pembahasan tentang teori strukturasi.*
Pemikiran sosiologis Giddens ini berada di
antaraduakutub, yakni strukturdis-pogtivigtik,
yang mementingkan struktur namun meng-
abaikan faktor human agency; dengan kutub
voluntaris-interpretatif yang lebih mementingkan
faktor agen ketimbang struktur. Di sinilah
Giddens menawarkan teorinyayang disebut
dengan strukturasi yakni adanya hubungan
simbiotik antaraagen dan struktur (generation
of systems of interaction through duality of
structure).> Dalam perspektif Giddens, ada
tigadimend strukturas yang dominandi dalam
masyarakat yakni Sstem pemaknaan, dominas
danlegitimas. Dominas suatu kekuassan sangat
dipengaruhi oleh fasilitas yang ada yakni
ekonomi, politik, sosial, budaya, ideologi.
Adapunfakor legitimas sangat ditentukan oleh
norma hukum, agama dan tradisi. Maka
dampak dari interaksi antara dominasi ke-
kuasaan serta penyalahgunaan legitimasi
normétif bisajadi menimbulkan kgjahatan yang
bersfat sruktural .5

Untuk melengkapi lensa teoritik pe-

nelitian, di sini penulis juga menggunakan
perspektif mimesis model René Girard
sebagaimanayang jugadibidik Arkounmelaui
teori la surenchére mimetique. Perspektif
Girard yang diadopasi Arkoun ini juga ber-
manfaat untuk melihat sjauhmanakel ompok-
kelompok politik Idammeakukan klaim—kaim
kesucian pandangan politik masing-masing.
Adapun metode deskriptif digunakan
melaui pengumpulan berbagai datapemikiran
Mohammed Arkoun, lalu data-data itu
dikonstruks, diuraikan dan dijelaskan secara
rinci. Adapun mengenai pengumpulan data,
penulismenggunakan metodedokumentas atas
sumber-sumber primer maupun sekunder yang
dijadikan dokumen, dibaca, dipahami untuk me-
nemukan data-data yang diperlukan sesuai
rumusan masalah. Berbagai data yang
dikumpulkantersebut tentunyameaui penditian
kepustakaan (library research). Artinya,
sumber datanya berasal dari bahan-bahan
tertulisyang adakaitannyadengan topik yang
dibahas. Walaupun dalam kgjianini terfokus
pada kajian etika politik dalam perspektif
Mohammed Arkoun, makauntuk memperkaya
wawasan, ddam pendlitianini ditampilkanjuga
studi komparatif berbagai literatur yang
berkaitan dengan pemikiran politik Idam serta
karyakaryapenditianlainyang terkait.
Metode historisyang digunakan adaah
dalam rangka mencari esensi etika politik
Arkoun sertadikaitkan dengan latarbel akang
pemikirannyadi bidang Islamic studies. Daam
studi historisini dikemukakan pulabeberapa
perbandingan etikapolitik Arkoun dengan para
pendahulunya. Hasil dari perbandingan yang
dilakukan akan dapat ditemukan perbedaan
maupun persamaan antarakajian etikapolitik
Arkoun dengan pemikir politik Idamlainnya.
Adapun penggunaan metode analisis
sintesis lebih memfokuskan pada temuan-
temuan pemikiran Arkoun baik yang berada
padawilayah Islamic studies maupun format
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etikapolitiknya. Berbagai temuan pemikiran
tersebut dikgi ddam kumpulandatayang teratur
dan berarti. Selanjutnya, melalui pengjaman
andidsdantess, penditi menawarkankonstruks
baru sebagai alternatif sebagai upaya
reformulasi wawasan Islamic studies serta
kaitannyadengan format etikapalitik Idamyang
baru.

Di gni penting puladikemukakan bahwa
apayang dikgi dari pemikiran Arkoun dibatas
padakarya-karyabeliau sampai dengan tahun
2002, baik yang dalam literatur berbahasa
Inggris maupun Arab. Penulis memang
mengal ami kesulitan untuk mengakseslangsung
karya Arkoun yang ditulis dalam bahasa
Perancis, karenaketerbatasan penulisdalam
memahami bahasatersebut. Namun sgauhyang
penulis ketahui, karya Arkoun yang di-
terjemahkan ke dalam bahasaArab memang
diterjemahkan langsung oleh murid beliau
Hasyim Shalih. Adapun karya tulis dalam
bahasa Inggrisditulislangsung oleh Arkoun.
Selanjutnya karya tulis Arkoun yang
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
diterjemahkan oleh Johan Meuleman yang
memang memahami secaramendadamkosakata
Perancis maupun tatabahasa | ndonesiayang
benar.

HASIL PENELITIAN DAN PEM-
BAHASAN

Secaraumum, penulisandisartad ini tentu
mel ahirkan beberapaimplikas pemikiran, baik
secarafilosofis, teoritismaupun praksis. Sesual
dengan rumusan masalah, riset ini lebih
memusatkan pembahasan padawilayah etika
(baca: pemikiran) politik Iam, dengan fokus
kajian mengenai pandangan Mohammed
Arkoun tentang etika politik, melalui
pendekatan filosofisdan historis.

1. Islamologi Terapan sebagal Basis Etika
Politik
Sebagal telah penditi kemukakan pada

bab 11, secarafilosofis, naar etikapolitik
Arkoun dilandasi oleh teori Islamol ogi
Terapannya, yang memiliki prinsip tidak
saling menegasi kan antar berbagal metode
studi Islam, melainkan lebih bersifat
komparatif dan adanyasaling kerjasama
ilmiahdenganmode pengkgianldamyang
lebih bersifat multidisipliner. ISlamologi
Tergpanjugatidak berasums sebaga satu-
satunyametode yang paling benar, namun
tetap terbukaterhadap kritik ilmiah. Bagi
Arkoun, Islam bukanlah bendamati atau
abstract ideas, tetapi sangat dipengaruhi
oleh konteks historis, sosiologis dan
sejenisnya. Dengan demikian, setiap
produk pemikiran keldlaman —termasuk
derivasinyadaam politik - sangat dibatas
oleh kerangka epistemologi tertentu.
Menurut Arkoun, studi Iam mendatang
sudah saatnya untuk menggunakan
episteme kontemporer dengan mengganti
episteme abad pertengahan. Dengan kata
lain, Arkoun menekankan bahwastudi Is-
lam seharusnyatidak hanyaterfokuspada
substansi/materi teks (content analysis),
namun harus melihat pula konteks dan
realitas historis maupun kungkungan
mentalitas (logosentrisme) yang me-
lingkupi padaabad pertengahan.

Studi Idam masadepan—termasuk sub
kajian etika politik Islam - tidak boleh
hanya terfokus pada era formatif Islam
(early Islamic period) atau erareformis
sddfiah, namunjugaharusmengemukakan
fenomenapemikiran reformatif padaera
yang lebih belakang-an. Perspektif Arkoun
terkait dengan Islamologi Terapan
berkeyakinan bahwa setiap tradisi
pemikiran pasti disertai olehduaha: yang
tak terpikirkan dan yang tidak dapat
dipikirkan. Berarti, studi etikapolitik Is-
lam seldu dapat di-perbaharui atau direvis
ulang, sesuai konteks sosio-historisyang
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yang berkembang.

Pemikiran|dam harusdibebas-kan dari
berbagai tabu-tabu kuno, mitologi maupun
Ideol ogi-ideologi yang barulahir kemudian.
Pemikiran di dunia Islam pada
kenyataannyamengalami kesulitan dalam
mengintegraskanantara” orisnditas’ Idam
dengan pring p keterbukaan modern yang
didukung oleh perubahan material-indus-
trid.

Berkaitan dengan hubungan Islam
dengan khazanah peradaban Barat, harus
dilihat sebagai duakhazanah peradaban
yang saling berinteraks satu samalain
(Yunani, Byzantium danArab), bukan dua
hal yang saling berbenturan sebagaimana
yang dikemukakan oleh Samuel P. Hun-
tington. Untuk itu, perlu diupayakanteaah
ulang tentang korelasi sgjarah |lam dan
modernitas Barat terutama seputar abad
12-19. Paraldamolog Mudim haruspula
menyadari bahwaBarat sendiri kini tengah
melakukan otokritik terhadap produk-
produk pemikirannya. Pemikirandi dunia
Islam tidak harus harus terjebak pada
logikamodern Barat (eraprakritik) semata

Berbagai uraian pemikiran Arkoun
terdahulu terlihat bahwa orisinalitas
pemikiran Mohammed Arkoun terletak
padamodd kgiannyayang menggunakan
metode dan teori-teori ilmu-ilmu sosial
era post-positivism. Selain itu, Arkoun
jugamerindukan kembdi munculnyafase
humanisme Islam (teo-humanistik) yang
inovatif dan kreatif sebagaimana yang
pernah terjadi pada abad 2 dan 3
Hijriyah yang bisadijadikan teladan | s-
lam, setelah masa kemunduran era
keemasan Idam sgjak abad 11 M. Namun
untuk mewujudkan pemikiran model
Arkounianini ditemukan—paling tidak —
dua kesulitan, yakni: pertama, fokus
pembahasan dalam mencari inti pokok al-

Qur’an/Hadits. Kedua, adanya lapisan
geologis pemikiran Islam atau endapan
sgjarah umat (misi suci Nabi yang telah
berubah menjadi fosil agidah, figh,
tarekat,danlain-lain). Padagilirannya, Is-
lam menjadi |ebih parsd dan sarat dengan
political interest, yang berdampak pada
munculnyaideologisasi dan mitologisasi
garanldam. Nila-nila moraitaskenabian
(prophecy) menjadi semakintereduks dan
sgjarah Islam mengalami distorsi nilai
(muncul interest kelompok versus nilai
universa). Di Sini memang adaproblemdi
mananila agamaharusdipartikularkandulu
baru bisadinikmati. Namun partikul aritas
yang tidak hati-hati, bisamereduks pesan
universal kenabian. Selanjutnya, dari
landasan metode studi keidamannyayang
integratif ditampilkan nalar etikapolitik
|dam yang baru bercorak teo-humanistik,
dibedakan dengan nalar etika politik
teokratik maupun humanistik ansich.

. Wacana Politik Keagamaan secara

Akademis

Berbagal uraian pembahasanterdahulu
maka pada sub bahasan ini dicoba
menguraikan beberapa perbedaan
mendasar antarapolawacanaatau nalar
yang bersifat ideologis-teologis-politis
dengan modd nalar atau wacanayang ber-
sfat etis-akademis. Berikut beberapapoin
penting tentang perbedaan kedua nalar
tersebut yakni:
a Dari Naar Tekstua ke K ontekstual

Pengkajian pemikiran politik Idamdi
masa mendatang tidak tepat lagi
menggunakan pola tekstual dengan
mengabaikan konteks, lebih dari itu sangat
mendesak untuk dicermati adanyahubung-
an teks dan konteks, teks dan realitas
historis, latar belakang teks atau aesthetic
reception (situasi konteks psikologis,
kulturd daninteektud). Denganmeminjam
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teori a-Jabiri, beralih dari pola bayani
(filologis), ke pola burhani (rasional-
empiris), dari “tiral” corpustertutup rapat
(mushhaf), ke “layar” corpus terbuka
(kalam).

Model keterikatan pada teks-teks
klasik yang dianggap fina dan siap pakai
sudah saatnyaditingga kan. Studi politik
Idam harussdldumempertanyakandimens
akurasi dan validitas atau “relevans”
pemahaman teks politik Islam klasik
dengan generas sekarang, sertadikgi ulang
latar belakang dan historisitasmunculnya
ide (rasio legis). Pembacaan teks-teks
politik Idam dengan polareproduction of
meaning (qird’ah mutakarrirah) mesti
diubah ke pola production of meaning
(gird’ah muntijah). Misalnya, model
pembacaan Anwar Jundi, al-Maududi,
umumnyaparapemikir politik |khwanul
Mudimin.

Daamreditaspemikiran politik Idam,
banyak ulamayang terjebak padaduahal
(mitologisasi dan ideologisasi). Akibat-
nya, karyakaryakeilmuan Mudimmenjadi
statisdan fragmentaris. Perlu adaproyek
konstruks kritik historisdan epistemologis
(prinsip-prinsip, defenisi-defenisi, pe-
ngertian-pengertian, alat-alat konseptual,
alasan-alasanlogisyang diskursif dalam
studi politik Idam). Dengankatalain perlu
adanyarethinking of Islamic politics.

Pola pikir Platonik/summum bonum
(ideaatau kebakantertinggi) yang terpisah
dengan redlitadalam khazanah pemikiran
politik 1slam selama ini saatnya untuk
ditinjauulang. Perlu adaketerkaitan antara
idealitas wahyu dan realitas perjuangan
Nabi yang sosiologis-historis (asbab an-
nuzil) dalam konteks pemahaman politik
yanglebihluas.

Studi palitik Idam, yangsdlamaini lebih
banyak menggunakandat andissfilologis-

tekstual, perlu dialihkan kepada pe-
manfaatan analisis social sciences,
linguistik, sgjarah dan budaya. Dengan
demikian, sangat dibutuhkan adanyadia-
logintensif, yang mengkritis faktor-faktor
interest dalam paham politik keagamaan,
yakni dengan menggunakan pendekatanal-
falsafah al-ila (fundamenta-filosofis) dan
fenomenologis, sertadialog spiritualitas
keagamaan.

Munculnyaberbagai konflik politik,
karenadipicu oleh paham keagamaanyang
statis. Perlu interpretasi baru paham
keagamaan untuk mengurangi tens konflik
yang ada. Harus dapat dibedakan antara
gjaran normatif dengan dimensi historis,
politisdan ekonomis. Berbagai firman atau
teks-teks (ta’w)l-tafs)r) yang telah ada
lebih dihegemoni oleh parateolog dan ju-
risMuslimklasik. Firman eraNabi eksis
sebagai kaldm/bi al-lafzh, bukan
tulisannyayang positivism sgjak abad 19,
yakni era corpus tertutup, imanen, teks
tertulis (huruf tulis yang menjadi alat
kekuasaan segjak Umayah). “Islam” (I
besar) lebih dekat padamodel Islam era
“pengalaman Madinah” atau eracorpus
terbuka(lafadzh).

b. Dari Nalar Ideol ogis-teosentris-politiske

Ndar Filosofis-antroposentris-akademis
Mode pemahaman politik Idamyang
sempit, menakutkan dan terkepung (siege
mentality), perluterusditransformasikan
menuju pemahaman Islam yang lebih
lapang, menarik (inspiring), menggugah
(intriguing) dan memimpin (leading).
Dengankatalain, model palitik Idamyang
otoriter dialihkan ke politik Islam yang
lebih otoritatif. Berbicaratentang politik
keagamaan pada hakikatnya bukanlah
berbicara atas nama Tuhan, tetapi
berbicara mengenai keinginan Tuhan.
Bukan monopoli di pasar gagasan, tetapi
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pasar bebas di pasar gagasan.
Pemikiran politik Islam me-
ngalami kebekuan, karena adanya
jebakan epistemologi Idamklasik. Perlu
upayatajdid menuju epistemologi baru
seperti model kritik epistemol ogis Kant
terhadap akal murni. Redlitastekstetap,
tapi kacamata atau cara pembacaan
teoritik harusberubah. Pemikiran politik
Islam yang ada selamaini sarat dengan
pradugateologis, yang sudah menygarah
dan sakral. Perlu arah baru pemikiran
politik Idamme aui upayakritik filosofis,
historis dan sosiologis. Menemukan
kembali, membangun ulang, memodifikes
bangunan lamapemikiran politik Idam,
ketimbang mempertahankannya
Model studi etika politik Islam yang
berkutat dalam kerangkapemahaman ahl
al-kitab yang bercorak abad tengah, sakrd
dan normatif perlu ditransformasikan ke
pola Masyarakat kitab. Untuk itu, di-
perlukan adanyatel aah fundamental val-
ues das sein Nabi/historisdanwahyuyang
das sollen/normatif. Dengan kata lain,
meninggakan model studi satu agama(ahl
al-kitab) ke polastudi semua agama, ter-
masuk agama pagan sekalipun, melalui
pendekatan masyarakat kitab. Pada
hakikatnya, kebenaran sebuah pemikiran
juga harus selalu ditawashaukan atau
dikomunikas kan secarapersuasif kepada
publik. Dengankatalain, ddamstudi politik
Idam, model pendekatanimani, believer,
fideistic-subjectivism, truth claim,
eksklusgf-gpriori mesti diarahkankemodd
pendekatan historis-ilmiah, aposteriori,
open-ended, dialogis, toleran; sehingga
memungkinkan untuk bisa merespon
globdisas.

c. Dari Nalar Politik ke Politik Bernalar

Polapikir palitik yang berkaitan dengan

upaya penerapan syariat formalistik,
sebagaimanayang dikumandangkan oleh
kelompok radikal-fundamentalis perlu
ditransformasikan ke sistem syariat
substantif-akomodatif dan aplikatif.
Format nalar politik Ilam model tekstual
ini perlu diubah ke model politik bernalar
yakni adanyaprosesrasionalisas syariat
[dam.

Demikian pulahanyadengan aspiras
umat yang mendambakan |ahirnyamodel
Negara Islam, sertasistem pemerintahan
Khil&fah yang utopisitu, sebaiknyadiubah
ke sistem Negara Islami (baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafir) maupun
model Negara Persemakmuran Islami
seperti Uni Eropa. Menurut penulis, ada
beberapakel emahan dari konsep khil&fah
ini: pertama, konsep tersebut bukan
merupakan keharusan normatif dalamIs-
lam. Kedua, munculnyakonsep khilafah
tersebut hanya aksiden historis belaka.
Ketiga, idekhilafah untuk saat ini sudah
out of context. Keempat, ide tersebut
sudah tidak relevan lagi dengan adanya
faktapenerimaan konsep nasondismedan
nation state di hampir semuanegeri Mus-
lim. Kelima, konsep khilafah, dalam
kesgarahannya- |ebih bersifat ideologis-
politisketimbang praxis-operatif, demikian
pula aktualisasi isu ini di zaman kini.
Keenam, khusus untuk konteks Indone-
sia, idekhil&fah ini akan berbenturan dan
vis a vis dengan ideol ogi Pancasilayang
sudah dianggap final bagi mayoritasMus-
limIndonesa(terutamadi kdanganNU dan
Muhammadiyah). Di sinilah urgensinya
ssemndar Idam palitik digantikan dengan
sistem politik Idam bernaar dan obyektif.

Padaakhirnya, yang menjadi perhatian
Arkoun dalam membangun masadepan
peradaban |dam add ah fokusperhaiannya
yang mendalam terhadap upaya
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rekonstruksi pemahaman keislaman
melalui penggunaan nalar akademis
ketimbang nalar ideologis-politis-
teokratis. Umat Islam secara umum,
menurut Arkoun, cenderung masih me-
ngedepankan nalar ideologis-politis-
teokratis terutama dalam menyikapi
fenomena kehidupan dunia modern.
Penggunaan nalar ideologis-politis-
teokratis ini sering melupakan dimensi
rasionalitas dalam konteks pemikiran Is-
lamtermasuk yang adakaitannyadengan
wacana politik. Jargon-jargon Islam
ideol ogisoleh kaum fundamentalishanya
untuk kepentingan politik sesaat, dan
cendrung mengabal kan kekayaan humani-
tas, kearifan dan spirituaitas|dam secara
kesdluruhan.

Telaah Komparatif Teoritik Pemikiran
Politik Arkoun dengan ParaPendahulunya

Biladicermati dari pemikiran politik
Arkoun, tampaknyaArkoun tidak banyak
mengemukakan teori politiknya secara
teoritik-mikro-praks's, sebagaimanayang
telah dikemukakan oleh beberapapemikir
politik Islam (dalam bab V terdahulu),
kecuali dalam beberapahal sebagaimana
dikemukakan berikutini.

Dalam soal kepemimpinan, para
pemikir Islam telah mencobamembahas
temaini sebagaimanayang dikemukakan
oleh a-Farabi (12 kriteriapemimpin dan
presidium sebagai alternatif kepemimpi-
nan), jugaoleh al-Mawardi yakni ada 7
kriteriabagi kepalaNegaradan kebolehan
pergantian pemimpin di tengah jalan.
Sedangkan d-Ghazdi jugamengemukakan
7 kriteriayang sama, namun secaralebih
khusus al-Ghazali menyatakan bahwa
perempuan tidak boleh diangkat menjadi
pemimpin. Dalam hal ini Arkoun tidak
menyinggung sod kriteriamaupun tentang
latar belakang seorang pemimpin harus

suku Quraish (sebagai manapandangan d-
Mawardi, jugaKhaldun—dari segi kuditas
kecerdasan orang Quraish). Demikian pula
halnyatentang soal kedekatan pemimpin—
yang primus interpares - dengan rakyat
(Ibnu Khladun), jugatidak disnggung oleh
Arkoun. Begitu pulamengenal pentingnya
seleks calonkhalifah, sebagaimanayang
dikemukakan Rasyid Ridha.

Sdlainitu, Arkounjugatidak menyitir
sama sekali tentang penolakan adanya
nuansaditismekepemimpinan, seperti yang
dituturkan Fazlur Rahman. Namun yang
terkait dengan pandangan bahwaseorang
rgjamerupakan zhillullah fi-al-ardh —se-
bagaimana yang dikemukakan oleh al-
Ghazali dan Ibnu Taimiyah, secarategas
ditolak olehArkoun. Demikian pulatentang
penggunaan S mbol-smbol kepemimpinan
politik keagamaan seperti: khal)fah. Bagi
Arkoun, gelar-gelar dan bahasakekuasaan
feoddigtik, bersfat taglid dan cultism harus
dikritisi: seperti gelar-gelar atau bahasa
politik bay’ah, khal)fah fi al-ardh
(orientasi kekuasaan), am)r, sulthan, al-
mu’tashim-al-mutawakkil-al-hadi billah;
dan sgienisnya. Menurut Arkoun, umat
harus beralih dari bahasa politik yang
ideologis-politis dan apologis, kepada
bahasa politik yang lebih akademis-
responsif, agar agama jangan hanya
dijadikan sebagai legitimasi politik atau
untuk mempertahankan status quo.

Masalah konstitus kenegaraan dan
social contract (antara eksekutif dan
legidatif) sehagaimanayang dikemukakan
olehd-Mawardi, Arkoun samasekali tidak
menyinggung hd ini. Demikian pulatentang
measyarakat dan negarabagaikan satu tubuh
seperti yang tercermin dalam pandangand-
Farabi. Dalam kaitan ini Arkoun mirip
dengan 1bnu Khadunmengena pentingnya
unsur agama—Yyang tidak terkungkung oleh
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logosentrismeldam klasik - sebagai salah
satu penopang bagi terwujudnyasolidaritas
politik. Adapun yang berkaitan dengan
urgens profes politik (vers a-Ghazali)
atau pentingnyamajlis-majlis pembantu
kepala negara (Ibnu Khaldun), Arkoun
tidak menyinggunghd ini.

Mengenai konsep khilafah, berbeda
dengan Rasyid Ridhadan Ismail Raji al-
Farugi yang mengakui adanya konsep
khilafah, tentang hal ini Arkoun lebih se-
jalan dengan Ibnu Taimiyah yang ber-
pandangan bahwakonsep khilafah tidak
ditemukan dalam al-Qur’an maupun
Hadits. Bagi Taimiyah —jugaArkoun —
bahwafaktakhilafah semata-matahanya
aksiden palitik, bukan keharusan normatif.
Konsep Negara maupun konsep Negara
tunggal di dunia juga tidak ditemukan
daama-Qur’ an. NamunArkoun berbeda
dengan Taimiyah - yang anti monarkhi,
aigokras dandemokrag, karenaTamiyah
cenderung Nomokrasi (seperti al-Faruqi
dan Naquib al-Attas dengan nuansayang
lebih ketat) - sedangkan Arkoun malah
dapat menerimakonsep demokrad (sgdan
dengan Fazlur Rahman). Dengandemikian,
IdePan-Islamisme Afghani yang cenderung
anti Barat-sekuler, jugaditolak Arkoun,
walaupun Arkoun sependapat dengan
Afghani dalam soa pentingnyaeksistens
masing-masing negara Muslim (nation
state). Namun Arkoun menambahkan
tentang “bahaya’ fenomena the single
party of nation-state di sebuah negara.
Penolakan Arkoun tentang khilafah juga
sama dengan Ali Abd a-Razig, hanya
bedanya, bilaal-Raziqmelihat figur Nabi
Muhammad saw semata-mata sebagal
agamawan, bukan politis. MakaArkoun
berpandangan bahwadaamdiri Nabi ada
dimensi kewenangan (kenabian) dan
kekuasaan yang saling terkait secara

ambiotik.

Daam soa bentuk negara, tampaknya
Arkoun lebih sgalan dengan Abduhyang
“liberal”. Model negara seperti apapun
dapat diterima, sepanjang dapat
mengaplikaskannila-nila Idamyang uni-
versal dan humanis. Dalam kaitan ini,
Arkoun jelas berbedadengan pandangan
Ikhwan a-Muslimin yang merindukan
adanyalslamic state. Sedangkan Seyyed
Hosein Nasr dapat menerima semua
bentuk Negara- khil&fah, kesultanan dan
imamabh - karenasemuaitu bahagian dari
kekayaantradis Idam.

Sod pentingnyalembagaSyira (ahl al-
hall wa al-‘aqd), Arkoun sejalan dengan
Rasyid Ridha dan Fazlur Rahman.
Demikian pula halnya, tentang kontrol
terhadap Negara, sebagaimana yang
dikemukan Ibnu Khaldun dan al-Faruq,
serta pentingnya undang-undang yang
radond, ddam banyak hd Arkoun memiliki
kesamaan pendapat.

Dalam soal kepartaian, Arkoun
berbeda dengan al-Maududi yang bisa
menerima partai tunggal (Partal Kepala
Negara) maupun adanya kategorisasi
komunitas Muslim dan non-Muslim
(dzimm)). Bagi Arkoun, untuk yang
terakhir ini, dipandang sangeat diskriminatif
dan masih mencerminkan konsep ahl
kitéb, belum menuju masyarakat kitab.
Dari sudut perspektif antroposentrik-
humanistik (masses of Muslim/I’imagi-
naire social), pemikiran politik Arkoun
tampaknya sejalan dengan pandangan
Haika dan IbnuKhaldun.

Kolaboras dengan penguasadibenar-
kan oleh Fazlur Rahman, sepanjang untuk
kemaslahatan rakyat. Untuk poin ini
Arkountidak menyinggung samasekali.
Bahkan dalam bebergpatulisannyaArkoun
kerap mencermati secara kritis bagi
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kemungkinan munculnya persdingkuhan
politik” antaraagamawan dan penguasa.

Adapun tentang pentingnyatatasosal
politik yang egaliter dan berkeadilan ber-
dasar etik a-Qur’ an, pemeratan ekonomi,
demokratisas politik, anti kultus, korups
dan manipulasi oleh tokoh agama,
pentingnyaperan kelasmenengah, Sabilitas
Negara, |ebih mengedepankan ideal moral
al-Qur’an untuk penegakan hukum,
bahaya dessident dan clandestine
(sebagaimanayang dikemukakan Fazlur
Rahman); dalam banyak hal tentunya
Arkoun memiliki kesamaan pandangan.

Secaralebih spesifik, untuk konteks
fenomena politik kontemporer, Arkoun
menekankan baik kepadaparaldamolog
klasik maupun kalangan internal umat Is-
lam, untuk dapat melihat (dunia) Islam
secara pluralistik, bukan monolitik.
Misalnya, melihat Mesir yang dikenal
dengan peradaban klasik; Iran dengan
tradis I1dam (filosofismidtis); Turki dengan
sekularisme; Arab dengan syair-estetisdan
bisnis; Andalusiadengan empirical-sci-
ences; Muslim Indonesia dengan
moderatismedan toleransnya.

Arkounjugamengingatkan agar warga
dunia mewaspadai kelompok funda-
mentalisyang berlindung di balik sogan
“kebangkitan Idam, kebangunanldamdan
kembali padaagama’ yang lebih bersifat
ideol ogis-politis-teokratisdan gpologis. Di
sisi lain, di mataArkoun, pembangunan
sebuah negaratidak semata-matabersifat
material-finansia, tetapi haruslebih ber-
sandar padabasisbudaya, spiritualitas,
etika dan intelektualisme.

Berdasarkan data-datadi atas, biladi-
gunakan tigaparadigmapemikiran politik
Islam: idealistik (seperti al-Ghazali, al-
Maududi, dan lain-lain); realistik-
sekularistik (Ali Abd. ar-Raziq) dan

integratif (Abduh, Haikal dan Fazlur
Rahman). Maka secara epistemol ogis,
pemikiran politik Arkoun cenderung pada
mazhab yang ketiga (integratif). Hanya
bedanya dengan Abduh, Rahman dan
Haikal, Arkoun |ebih banyak melakukan
dekongruks historis-epistemol ogistentang
hubungan agamadan politik (Negara) pada
tataran paradigmatik atau makro-filosofis
(sebagaimanatelah diuraikan padabab V),
daripadasemata-matamembahaswilayah
politik yang lebih teoritik atau mikro-
praksis (sebagaimanayang terteradalam
pembahasan babV subA), walaupun tak
dapat dipungkiri bahwadalam beberapa
ha Arkounjugaterlibat daam pergumulan
politik pada wilayah teoritik-mikro-
prakss.
Pemikiran Politik Arkoun

Secaralebih pesifik, pemikiran politik
Arkoun dapat dikemukakan dalam enam
subtemapenting sebagamanaterlihat dari
beberapa prinsip berikut ini: pertama,
dimensi wewenang (authority) dan
kekuasaan (power) dalam diri Nabi
Muhammad saw lebih bersifat saling
keterkaitan antarawilayah authority (era
Mekah) yang trancendental-prophetic
denganwilayah power (eraMadinah) yang
bercirikan historical-empiricism.

Kedua, terkait dengan gagasan
pembangunan dan perubahan sosial,
ditekankan betapa pentingnya prinsip
moralitas politik keagamaan yang lebih
liberatif-transformatif, tidak sebatas
naratif-interpretatif. Berbaga upayaliberas
pemikiran politik keagamaan mesti
bermuarapadatujuantransformas sosid.
Disamping itu, setiap perencanaan pem-
bangunan masyarakat harus berlandaskan
pada legitimasi yuridis-konstitusional.
Dalam konteks perjalanan birokrasi
Negara, tidak boleh menafikan prinsp hu-
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manity dalam pelayanan sosial ke-
masyarakatan. Sebagal konsekwens dari
prinsipini, birokrasi kenegaraan dan ke-
masyarakatan yang adaharus dijauhkan
dari parktek-praktek penyelenggaraan
mana emen pemerintahan yang semata-
matabersfat tehnisdan postivistik, yang
pada gilirannya akan berdampak pada
alienas potensi dan kekayaan local wis-
dom dan local knowledge, maupun
marginalisas partisipasi masyarakat. Hal
yang sama berlaku pada sistem pem-
bangunanindustrialisasi. Sebagai contoh
kasusdi Indonesia, pembangunan sarana
pabrik harud ah memperhitungkan tingkat
keamanan dari kemungkinan terjadinya
pencemaran lingkungan sertakenyamanan
pemukiman penduduk.

Ketiga, tentang relasi agama dan
negara. Polapemikiran politik keagamaan
yang semata-matabersfat ideologis-politis
harussegeradiakhiri. Polardasionad agama
dan negaratidak dagpat mengabaikan begitu
sgja prinsip pluraitas pemahaman ke-
agamaan di kalangan umat. Berbagai dis-
kursus politik keagamaan seperti isu
khilafah, penerapan syariat Islam dan
sejenisnya, mesti diletakkan dalam
kerangka pemikiran politik keagamaan
yang plural, bukan monoalitik. Selainitu,
prinsip independens politik keagamaan
(religious political independence)
sedgpat mungkinterusdipdihara, ditumbuh
kembangkan dan senantiasadijauhkan dari
kemungkinan adanyaintervensi negara
(etatism). Mengingat, hubungan antara
agamadan negarasangat rawan terhadap
tigahd, yakni: politisas agama, homogeni-
sad pemahaman (tafsir) agamasertakolus
politik antaraulamadan umara

Keempat, tentang konsep masyarakat
kitab dan pluralisme. Secarafilosofisdan
empiris, pringp plurditaspemahaman serta

eksstens keagamaan baik interna maupun
eksternal hendaknyaberlandaskan pada
prinsip humanismeuniversal. Pringipini
akan dapat mencegah terjadinyapeluang
munculnya arus sektarianisme dan
parokialisme keagamaan dan politik.
Maka, unsur kritisisme dan prosesijtihad
yang berkelanjutan di sni menjadi penting
bagi tegaknya sebuah sistem ke-
masyarakatan yang berkeadilan, terbuka
dan demokratis.

Kelima, tentang demokrasi dan
modernitas. Untuk tegaknyasuatu sistem
kemasyarakatan yang demokratis dan
modern, maka pengakuan terhadap
adanya prinsip kesamaan pengalaman
antaraperadaban |dam dan Barat menjadi
sangat penting. Terjadinya berbagai
ketegangan (tensions) antaralslam dan
Barat selamaini |ebih dipicu oleh adanya
konflik ekonomi, militer dan politik yang
hegemonik dari negaraadikuasaterhadap
negara-negaralemah. Di sampingitu, hal
yang sama juga dipicu oleh berbagai
literatur politik keagamaan yang polemis-
apologis. Prinsip intercommunication
(model Habermas) atau munazharah —
bukan mujadalah atau muk&barah -
dalam tradisi Islam, dengan prinsip ke-
setaraan, secara bertahap akan dapat
mengdiminad kecenderungandomined dan
hegemoni sepihak. Berbagai literatur politik
keagamaan yang pol emis-gpol ogi stersebut
harus dikgji ulang dengan prinsip pem-
bacaan yang production of meaning,
bukan reproduction of meaning.

Sdlainitu, upayapenerimaan terhadap
adanya fenomena globalisasi sebagai
salahsatu dampak dari modernitas, tidak
berarti harus mengabaikan adanyaprinsp
lokalitas khususnyadi negeri-negeri Mus-
[im. Modernisme Barat yang rasional,
positivistik, hedonistik, konsumeristik-

Kamsi, Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru (1-13) 23



kapitdidtik, harusdikoreks. Ha yang sama
jugatelah berlangsung di belahan dunia
Barat, khususnya dengan munculnya
wacanatentang posmodernisme.

Keenam, tentang sekuler, sekularisas
dan sekularisme. Di sini perlu dibedakan
Ssecarategas perbedaan antarawesternisas
danmodernisas Modernisas di sini lebih
tepat diartikan sebagal upayarasionalisasi
terhadap ajaran Islam sebagaimanayang
telah dikemukakan secarabaik oleh Thaha
Husein maupun Mohammed Arkoun.
Demikian pula halnya dengan istilah
sekulari-sasi perlu dibedakan dalam
konteks teol ogis atau politis (hubungan
Idam dan negara). Sekularisas bukanlah
usaha menafikan konsep spiritualitas
agama, sehinggaterjadi kekasongan makna
dalam kehidupan sosial kemasyarakatan
sebagaimanayang terjadi di Barat dewasa
ini, tetapi |ebih bersfat usshameninggakan
pol a-polapemahaman gjaran agamayang
sudah out of date dengan per-kembangan
zaman. Dalam kaitan ini sekularisasi
sgjdan dengan kontekstualisasi nilai-nilai
garanldam.

Sebuah bangsayanginginmenjadi mgu
dan modern haruslah ditopang oleh akar
kebudayaan tradisionalnyayang Islami,
rasional, egaliter dan demokratis. Juga
dalam sistem ekonominya menekankan
prinsip pemerataan, tidak sekedar per-
tumbuhan belaka. KemguanIdamdi masa
depan tidak sekedar terletak pada ke-
benaran gjaran |lam, tetapi sejauhmana
parapeme uknya(terutamaparaulamadan
cendekiawan muslim) mampu men-
jembatani antaratekstuditasldamdengan
kontekstualitas modernitas, agar tidak
terjadi kehampaan nilai (value vacuum)
dalam masyarakat modern. Makaupaya
mewujudkan mekanisme pelembagaan
nilai-nilai keislaman menjadi tanggung

jawab umat 1slam dalam duniamodern.
Untuk itu aspek universalitasilamlebih
dikedepankan ketimbang aspeknyayang
parokial, sektarian dan primordial.
Relevans Pemikiran Arkoun Bagi Dunia
Idam
Ddam perspektif pemikiran Moham-
medArkoun, wilayah pemikiranyangmash
perawan (unthought) dalam wilayah Is-
lamic studies sudah seharusnyauntuk terus
dipikirkan. Telaah kritistersebut dilakukan
dengan carameninggal kan epistemol ogi
keidaman klasik, menuju ke epistemnol ogi
keislaman kontemporer. Sebagai kon-
sekuensinya adalah perlu adanya
pengkgjian ulang sgarah Idam.® Studi Is-
lam eramendatang harusmengakomodas
social and cultural studies kontemporer.
Arkoun jugamengemukakan tentang
perlunya pemahaman baru tentang
sekularisas. Sekularisad di sini bukan ber-
arti pemisahan agamadan negara(konotas
politik), tetapi lebih pada upaya pen-
duniawian (sekularisasl) nilai-nilai Idam
yang terkait ruang dan waktu, serta
pentingnya mengakomodasi kebutuhan
masyarakat yang saling berbeda sesual
konteks (episteme) zamannya. Dengan
demikian, pengembaiantradisiond kepada
agamabukanl ah aternatif masadepan.
Politik ISlam alaNabi (otoritas spiri-
tua model Makkiyyah dan otoritaspolitik
Madaniyyah), merupakan jalan tengah
yang ditawarkan Arkoun sebagal counter
terhadgp modd pemikiranmudimsekularis/
Makkiyyah ansich (nalar humanistik)
maupunvers Idam politik-fundamentalis/
Madaniyyah (nalar teokratik) semata
Arkoun jugamengemukakan tentang
perlunya berbagai upaya dalam me-
wujudkantolerans antar umat beragama,
hal itu harus dimulai dengan menggeser
model pemahaman ahl al-kitdb ke
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masyarakat kitab. Arkoun tetap percaya
adanyametateks (dengan penekanan pada
dimens mitis-majazi (mythical discourse)
dari a-Qur’an) atau seperti wilayah
kauniyyah, tidak seperti Derrida yang
semata-mata percayapadatekshistoris.
BilaArkoun sudah memasuksi wilayah
posmodernis, maka Derrida masih ter-
jebak padamodel pemahaman modernis
di bidang studi teks/filologi.

Sdlainitu, Arkoun menyatakan bahwa
tentang teologi Islam yang telah ber-
metamorfosamenjadi ideologi perluterus
ditelaah secarakritisoleh parapemikir Is-
lam. Tafsr keagamaan dan politik yang ber-
gfa monalitik/truth claim perludipluralkan
(yang salah bisajadi pengikut yang tidak
kritis, namun bisajugamufassr yang truth
claim). Contoh kritissmelmam Sydfii ter-
hadap gurunyalmam Maliki patut ditiru.
K ecenderungan rahbaniyyah atau cultism
di dunialdam perluterusdiwaspadai dan
dihinderi.

Dampak dari pemikiranArkounadalah
munculnyamultitafsr tekskeagamaan dan
kian terbukanya‘kedok ideologis’ umat
beragama, baik secarainternal maupun
eksternal. Secarajangkapanjang, hal ini
berdampak positif pada diri umat agar
menjadi lebihkritis, rasional, demokratis
danmunculnyaskap saingmengharga satu
samalain.

Relasi 1deal antara Agama dan Negara
MasaDepan

Sebagai contribution to knowledge
dari penulisandisertad ini antaralain dapat
dilihat dari beberapapernyataan berikutini:
pertama, umat |lam perlu terus-menerus
me akukan transformas budayapalitik, deri
sistem etika politik yang bercorak
tradisional-subyektif-simbolik-doktrinal
menuju keetikapolitik progresif-obyektif-
substantif-rasional .*

Kedua, penggunaan simbol-simbol
subyektif keagamaan daam ranah politik
sudah saatnya untuk dihilangkan demi
terwujudnyadiaektikapolitik yang lebih
obyektif-rasional, progresif dan fair.
Penggunaan simbol-simbol politik
keagamaan hanyaakan memberi peluang
adanya manipulasi simbol-simbol ke-
agamaan untuk kepentingan politik sesaat
dan berdimens jangkapendek. Mengingat
bahwa simbol-simbol keagamaan tradi-
siona cenderung digunakan semata-mata
untuk mobilisas palitik, dandi S5 lainakan
semakin mereduksi bagi munculnya
partisipas politik yang mencerahkan.

Ketiga, negaraMudim (bukan Islam)
yang multikultural —seperti Indonesa- se-
baiknya dibebaskan dari simbol-simbol
politik keagamaan yang bercorak teokratik
—seperti khilafah, syariat Islam maupun
Negara Islam, dan sgjenisnya. Setiap or-
ang, warga dan penganut agama-agama
didorong untuk berjuang secarasportif dan
€legan dengan pring pfastabiqU al-khairat
dalam mengartikulasikan nilai-nilai
keagamaan melalui pendekatan politik
secara progresif, etis, akademis,
obyektif, substantif, rasional dan
penekanan pada partisipasi; bukan
sebaiknya—akibat pengaruh smbolik dan
fanatismekeagamaan—melaui pola-pola
yang cenderung spekulatif-represif,
ideologis-politis, subyektif, formalistik,
dan penuh mobilisasi.

Keempat, untuk kasus Indonesia,
pemikiran (baca: etika) politik yangrelevan
add ah corak negarateo-humanistik, daam
pengertian dibangunnyawacanapolitik
kenegaraan melalui mekanisme pen-
duniawian nilai-nilal keagamaan (spiritud)
melaui medium demokras secararasiond
danevolutif. Berbaga upayayang mengarah
pada etatisme agama— padalevel formal-
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simbolik - sedapat mungkin dihindari,
namun tetap mengakomodasi nilai-nilai
spiritual keagamaan secara substantif.
Dengan demikian, di masa depan, isu
“idamisas” maupun “kristenisasi” tidak
relevan lagi untuk diperpanjang atau
diwacanakan. Artikulasi dan partisipasi
politik secara rasional melalui medium
demokras —sudah barang tentu Ssstem dan
perundang-undangannya secara terus-
menerus dikembangkan —yang adadapat
menjadi titik temu antar berbagal komponen
bangsa, khususnyaumat beragama.

Kelima, mengingat Indonesamemiliki
plurditaskesukuan, agamadan golongan,
makaidepenegaraan syaria Idamharudah
bersifat inklusif, bukan eksklusif. Di
kdanganinternd mudim sendiri, pandangan
tentang syariat |dam melahirkan berbagai
polapemahaman figh yang sangat plural.
Makapandangan fighyang lebihrasional
dan substantif akan |ebih memungkinkan
untuk diteragpkandi Indonesig, karenalebih
kondusif bagi terjadinya titik temu pe-
mikiran, baik di kalanganinternal warga
Muslim maupun dengan kelompok non-
Mudimlainnya. Upayapenetapan syariat
substantif ini harus diwacanakan secara
jujur, terbukadan dengan cara-carayang
demokratis — seperti kasus RUU anti-
pornografi- pornoakd, izin pendirianrumah
ibadah, dan sgjenisnya—tanpamemiliki
agenda-agendapolitik tersembunyi dari
segenap komunitas keagamaan maupun
komunitaslainnya

Keenam, masaahideologi Pancasila®
dan UUD 1945 harus disepakati sebagai
upayaterakhir (final) parafounding fa-
thers dalam mengikat seluruh komponen
bangsayang lintasagamadan lintas suku.
Namun, upaya penyegaran dalam pe-
nafsiran—semacam amandemen —ataske-
dua medium perekat kenegaraan dan

kebangsaan tersebut harus selalu
ditumbuhkembangkan secaraterbukadan
demokratis. Problem utama dasar ke-
negaraan nyarissudah selesal, sedangkan
follow up dari kedua medium perekat
kenegaraan di atas seperti landasanyuridis
formal masih perlu dituntaskan serta
menghasilkan keputusan tetap.

Ketujuh, wacanapoalitik pentinglainnya
yang terkait dengan sistem fit and proper
test, sudah bukan saatnya lagi hanya
diberlakukan untuk paracalon eksekutif
danyudikatif, tetgpi jauhyang lebih penting
dan mendesak juga diberlakukan untuk
calonanggotalegidatif (ahl al-hall wa al-
‘aqd).

Kedelapan, otoritaskenegaraan Mus-
[im—termasuk RI - harus mampu meng-
akhiri ataumengeliminas hegemoni politik
aangdi ddamnegeri, agar komunitaskaum
radika-fundamentalistidak semakin men-
dapatkanlegitimad bagi atikulas palitiknya
yang skriptural.

Kesembilan, sistem regulasi per-
undang-undangan politik sedapat mungkin
dapat dikaji secara lebih kritis dan
dipertagjam untuk dapat mengantisipasi
adanya peluang bagi bangkitnyasimbol -
simbol keagamaan dalam wilayah politik
praktisdi masayang akan datang.

Kesepuluh, sistem administrasi dan
birokras partai politik dankenegaraanyang
lebih obyektif, rasional, accountable dan
transparan, perlu terus diupayakan
perwujudannya.

Kesebelas, untuk terwujudnya
pelbagai butir pemikiran di atas, sudah
sangat tinggi waktunya bagi segenap
pengamat maupun pemikir politik dan ke-
agamaan, untuk duduk bersama dalam
merumuskan kembali epistemologi dan
metodol ogi hubungan yang ideal antara
agama dan politik (ushil al-siyasah al-
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mu’ashirah) di masa mendatang. Re-
komendas ini merupakan sdah satu upaya
kearahitu. Untuk konteksumat Ilam In-
donesia, maka ditegaskan kembali,
perlunyapenggunaan ndar politik obyektif-
rasiona-transformasional® - bukan nalar
politik subyektif-doktrinal - dalam me-
mahami pemikiran politik Isam di era
mendatang.

Daam rangkamewujudkanrelas yang
ideal antaranegaradan agamadi masadepan,
penting puladiupayakan tereaisirnyakonsep
demokrasi yang religius. Demokrasi intinya
ada ah vox vovuli vox dei: suararakyat adalah
suara Tuhan. Istilah demokrasi berasal dari
Demos Kratia, yang mengandung arti: pe-
mikiran oleh rakyat yang pada awalnya di-
lembagakan di Athena pada abad lima dan
empat SM. Namun demokrasi model Athena
ini dikritik oleh Plato dan Aristoteles.®
Walaupun sistem politik demokrasi Athena
dikritik oleh keduanyadan dianggap berbahaya,
namun adabeberapapring pyang menarik untuk
dicermati: yakni keterlibatan langsung para
warganegaradalam pengambilan keputusan
politik. Terdapat ekualitas politik dan hukum
bagi semua warganegara. Terjaminnya ke-
bebasan politik dan kewarga-negaraan bagi
semuapenduduk Diberlakukannyavoting atau
pemungutan suarauntuk mengetahui aspiras
semuawarganegara® Pandangan Abdul Karim
Soroush tentang demokrasi cukup menarik
untuk dicermati.

Menurut Abdul Karim Soroush,
demokras mengindikasikan adanya:
pemisahan kekuasaan, wgjib be gar untuk
masyarakat umum, kebebasan dan oto-
nomi pers, kebebasan ekspresi, dewan
musyawarah pada beragam tataran pem-
buat keputusan, partal politik, pemilu, dan
parlemen adal ah metode untuk mencapai
dan mengadakan demokrasi.*»

Terdapat beberapa pandangan tentang

demokrasi dan kaitannya dengan agama di
kad angan pemikir mudim. Secaraumumterbagi
tiga: kelompok yang menolak demokras secara
total, pendukung demokras murni (nasiondis-
sekuler), dan kelompok yang mencobameng-
Integrasikan antarakonsep demokrasi dengan
nilai-nilai agama. Dalam pembacaan penulis,
Abdul Karim Soroush termasuk kelompok
ketiga.®

Dalam perspektif Abdul Karim Soroush,
konsep demokrasi bisa dipisah dari paham
liberdisme sebagaimanademokrad Sosd yang
memisahkannya. Makademokrad rdigiuspada
hakikatnyaduaha yang bisadipersandingkan.®
Lebihlanjut Abdul Karim Soroush, menyatakan:
“dalam kultur masyarakat sekuler, pemerintah
bertindak seakan tanpa Tuhan, semua pe-
rencanaan politik hanya untuk kepuasan
manusia’.® Sistem politik demokrasi pada
hakikatnya berbeda dengan sistem ke-
pemimpin-anausKatolik maupun khdifahyang
kedua-duanyamempersembahkan kehidupan
politik umat atau masyarakat semata-mata
hanyauntuk Tuhan.

L ebih lanjut Soroush mengemukakan
tentang kemungkinan bagi masyarakat Ilam
untuk mempersandingkan antarakehidupan
politik berdemokras dengan tetap menghormai
eksistens Tuhan, walaupun terasasulit untuk
mewujudkannya. Kesulitanini, lanjut Soroush,
karenatigahd: pertama, perlunyamewujudkan
keselarasan antara suararakyat dengan restu
Tuhan. Kedua, bagaimana mewujudkan ke-
Sesuaan antaraurusan agamadan non-agama.
Ketiga, bagaimanasuatu pemerintahan dapat
berbuat secara benar terhadap rakyat dan
Tuhansekadigus.® Di snilah, kataSoroush, para
pemikir mudim maupun kaum demokrat jarang
sekali mengkaji tentang hak-hak Tuhan dalam
wilayah kajian yang berkaitan dengan hak
manusia®

Sd anjutnya Soroush menje askan bahwa
padahakikatnyaadatitik temu atau kesamaan
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nilai, baik dalam agamamaupundi luar agama,
seperti: nilal kebenaran, keadilan, kemanusiaan,
tanggung jawab publik, dan sebagainya. Hanya
sgja upaya pengkajian nilai-nilai tersebut
memer|ukan adanyaargumen yang rasional,
manusiawi dan non-agamis. Adapun prasyarat
bagi terwujudnyasistem demokrasi religius
tersebut sangat membutuhkan datasgarahyang
lebihrinc sertandar kolektif (partispas publik),
bukan naar individua .*

Berdasarkan uraian pandangan
Soroush di atas, penulis menyimpulkan
bahwa terdapat beberapa poin penting
untuk terciptanyasuatu sistem politik atau
sistem sosia yang bernuansademokrasi
reigius, yakni:

1. Adanyakeselarasan antarahak dan
restu Tuhan dengan hak manusia

2. Terciptanyamasyarakat yang toleran,
menghargai plurditas, tidak truth -
claim, jauh dari skap etnosentris-rass-
sektarianmaupun diskriminatif.

3. Pentingnya rasionalitas dalam
interpretas tekskeagamaan.*

4. Pentingnyapemisahan agamadan
palitik, namunjaannyakehidupan
politik, secarasubstangd, dikontrol oleh
nilai agama. Sebaiknya, sistem politik
yang berlangsung jugaharus
mengakomodad nila agamayang
objektif.

5. Objektivikas nilai-nilai agamayang
bersifat adil, benar dan humanis.

6. Memiliki komitmen terhadap konsep
keamanan dan kesg ahteraan
masyarakat.

7. Anti kekerasanddamsegala
perjuangan aspiras pribadi maupun
kelompok. Lebihmemilihjaur
parlemen dan kongtitusional dalam
perjuangan sebuah aspiras.

8. Berskap bebasnamuntetap
bertanggung jawab.

9. Mengedepankan substans keagamaan,
bukanformditasagama.

10. Pentingnyakonvergens antar naar akd
danwahyu secaraterus-menerus.
Menurut peneliti, secarafilosofisdan

konseptual, demokrasi memiliki dua

konsep, baik demokras yang objektif (vox
vovuli vox dei) maupun demokrasi yang
subjektif yakni konsep demokrasi yang
sudah dipersandingkan dengan suatu
paham tertentu, seperti: liberal democ-
racy, social democracy, demokrasi
terpimpin, demokras Pancadladan konsep
demokras religius(religious democracy).

Kongtruks EtikaPolitik IdamAplikatif

Adapunyang menjadi implikas praktis
dari etikapolitik Arkoun dapat dijabarkan
sebagai berikut: bahwa dalam wacana
tentang etikapolitik perlu dibedakan antara
etikaindividu yang lebih berpedoman pada
adanyaniat baik, seperti sikap jujur, ber-
tanggung jawab mapun cinta keadilan.
Namun, sdlainitu, adadimend etikapolitik
lainyanglebih dikena dengan etikasosid,
sebagal formulasi konkrit dari etikaindi-
vidua di atas. Dengan katalain, ddlamke-
hidupaninteraktif manusiadi duniaini tidak
cukup hanyadilandas dengan nilai-nilai
etikaindividua yang masih bersifat aostrak
dan hanyatergantung padakemauan baik
seseorang. Namun secara kolektif
masyarakat jugaharusmemiliki pegangan
kolektif berupapenjabaran realistik dari
etika individual dimaksud, yakni etika
ss4d.

Sebagai contoh, seseorang secaraetis
tidak cukup hanya memiliki sifat jujur
namun harusditindaklanjuti dengan s stem
yang menjagarasake ujurantersebut yakni
gpayang disebut prosedur yang akuntabe,
sistem yang menatatetap terjaganyasifat
jujur dimaksud. Demikian pula, etika
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individu seperti sifat adil harusdilengkapi
dengansstem etikasosid berupakeadilan
prosedurd. Etikasosd yang lebihredigtik-
sgtemik ini dihargpkan dapat memperkecil
bahkan mampu menjembatani gap antara
nilai-nilai keagamaan yang abstrak (baca:
etika individual) dengan amal praksis.
Sistem yang akuntabel, sistem keadilan
prosedural yang tentunyadirealisasikan
ddam bentuk kelengkapan undang-undang
akan dapat menjadi medias yang antisipatif
bagi munculnyafenomenakesenjangan
antara nilai keagamaan dengan praktek
keagamaan yang menyimpang.

Demikian pula, dengan meminjam per-
spektif Giddens, etika baik dan buruk
pada hakikatnyabaru sebatas penafsiran
atau interaks komunikasi antar warga
sosal. Etikanormatif ini jugabisadisebut
baru sebatas etikakeutamaan, seperti Sifat
jujur, berani, tanggung jawab, danlain-lain.
Etikakeutamaanini harusdiperkuat dengan
etikaingtitusiona yang bersifat sistemik
yang memiliki power maupun sanksi atau
komitmen morditas. Sistemini memiliki
modalitas atau perangkat prosedural
berupahukum, adat, tradis, dan sgenisnya

Berdasarkan perspektif di atas, wacana
etika politik 1slam yang dikemukakan
Arkoun umumnya masih berada pada
wilayah etika individual, atau etika
keutamaan. Arkoun belum beranjak jauh
pada kajian tentang etika sosial atau
institusional. Makauntuk pengembangan
dan pemantapan implementasi dari etika
politik Islam di masayang akan datang,
penulis merekomendasikan pentingnya
bangunansstemik-redidtik dari etikapolitik
Islam yang bercorak sosia-institusional.
Agar kesenjangan antarakemuliaan nilai
etika politik Islam yang abstrak dengan
realitas pengamalan garan agama di
masyarakat bisasemakin teratasi. Untuk

merealisasikan hal tersebut, semua
komponen masyarakat — menggunakan
konsep masyarakat kitab ala Arkoun -
harusdilibatkan secara aktif-partisipasif
tanpa melihat perbedaan latarbel akang
agama, suku, golongan dan lainnya.
Konsep demokras religiusmengandaikan
adanya kesepakatan antar warga yang
rasiona, partisipatif dan demokratis.

Sebagal sebuah produk budaya, sudah
barang tentu — di samping berbagai
kelebihannya—nalar politik Mohammed
Arkoun jugamengandung beberapake-
lemahan, di manasecaraumum, pemikiran-
nyamasih bercorak rasond epistemologis
—danmemang di Situ concernnya—namun
belum beranjak jauh ke arah pemikiran
aksiologik-empirik yang bersifat trans-
formatif sebagaimanayang ditawarkanoleh
Hassan Hanafi, misalnya. Untuk melihat
kelemahan nalar politik Arkounini lebih
tepat bilapenulisdi sni menggunakanteori
strukturas Anthony Giddens sebagaimana
telah diuraikanterdahulu.

Beradasarkan kerangka pemikiran
strukturasi model Giddens, maka nalar
etikapolitik Idamklask sebagamanayang
dikemukakan Arkoun, pemaknaan politik-
nyalebih banyak dipengaruhi olehideologi
keagamaan. Dengan demikian, tampaknya
Arkountidak terla u banyak menyinggung
masal ah ekonomi dan budaya. Boleh jadi
Arkoun memang tidak terlalu banyak
mendal ami duabidang dimaksud.*®

Setiap proses menstruktur yang
dilakukan tentunyasangat terkait dengan
dimens space dan time (masa lalu dan
refleksi sosial). Dinamika sosial tidak
semata-mataditentukan oleh struktur yang
ada maupun faktor aktor individu tetapi
oleh praktek sosial yang ditata sesuai
konteksruang waktuyakni meaui dat atau
mediayang merekaciptakan.*
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Selain itu, Giddens juga menge-
mukakan bahwa sebagai agen, manusia
tidak hanya memproduksi tetapi juga
menawar bahkan memodifikas struktur.
Manusiaterus bertindak memantau dan
merefleks diri sendiri danoranglain(praxis
reflection and action which truly trans-
form reality). Setiap struktur mempunyai
aturan (rule) dan sumberdaya (resource)
yang ekdstengnyatidak hanyamengendda
(contraining), tetapi juga memperkuat
(enabling). Prosesini bisabersifat men-
datar (sintagmatik) atau menurun (para-
digmatik). Sintagmatik mengandung makna
bahwa aturan politik dirumuskan secara
bersamaolehrakyat.

Meminjam Giddensdi atas, naar etika
politik Islam juga harus bersumber dari
sebanyak mungkin suararakyat (umat),
bukan hasi| keputusan eksklusif kelompok
tertentu (baca: ulama) semata, seperti kasus
Iran, misanya Has| rumusan etikapolitik
tersebut jugatetap terikat padazamannya
(space and time). Makaformulas konkrit
dari etikapolitik 1slam bisasgjaberbeda
pada setiap zaman maupun tempat. Tidak
adapemahamantunggd di sni. Semuanya
terkait dengan dinamikasosa, saranadan
prasana politik, ekonomi serta konteks
budaya yang mengitarinya. Namun,
sebagaimana yang diyakini Giddens,
formulasi politik Islam ini juga sangat
ditentukan oleh manusianyasebagal agent
of change. Dalam beberapa hal, di sini
Arkountelah banyak mencermati apayang
dikemukakan Giddenstersebut.

Arkoun baru sebataskomunikas dan
inspiras atau penafsiran, belum ke sarana
politik (kekuasaan dan moralitas). Etika
politik yang diartikulasikan oleh Arkoun
baru sebatas etika individual belum
institusional. Arkoun baru sebatas meng-
ungkapkan, dalam bahasaRicoeur, tentang

adanyaunsur penyal ahgunaan ingatan —
disengagja atau tak disengaja—oleh para
pemikir maupun aktivispolitik ISam era
klasik yang mungkin juga banyak di-
lanjutkan oleh parapewarismasing-masing
mazhab politik pada era kontemporer.
Meminjam pandangan Derridaadakonsep
pemikiran maupun aktivitas politik ISam
yang disembunyikan bahkan disakralkan
demi melanggengkan sebuah rezim ke-
kuasaan. Daam perspektif Ricoeur maupun
Derridadaam banyak ha Arkoun berhas|
mengungkapkan sesuiatu yang tersembunyi-
kan aaumemori higtorispalitik Idamyang
diselewengkan. Namun dalam perspektif
Giddens Arkoun bdummengkgi lebihjauh
wawasan politiknyake ranah kekuasaan
khususnyaberbagal saranaatau modalitas
sosia politik dan ekonomi yang mem-
pengaruhi wawasan maupun aktivitas
politik Islam terutama pada era klasik.
Melalui perspektif teori strukturasi
Giddens, boleh dikatakan bahwaArkoun
lebih banyak berbicarada amtataran aktor
sebagal agen atau penafsir politik 1slam,
namun cenderung mengabaikan peran
struktur atau lembagakekuasaan yang ada
serta kaitannya dengan dinamika sosial
yang sangat kontekstud atauterikat dengan
ruang waktu politik di zamannya.

Sebagai contoh, dalamwacanapolitik
Idam, Arkoun kurang mengelaborad lebih
jauhtentang bentuk-bentuk dinamikadan
perubahan sosd yang mengitari munculnya
pemikiran politik 1slam maupun keter-
sediaan infrastruktur di kalangan umat di
zaman itu. Bukankah kritik Arkoun ter-
hadap wawasan politik Idam fundamentdis
semacam al-Jundi, misalnya, akan lebih
tajam bila dapat diperlihatkan bahwa
pemikirand-Jundi tersebut sedikit banyak-
nyadipengaruhi oleh konteks masyarakat
Mesir yang ketika itu berada di bawah
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rezim kekuasaan yang represif maupun
kondig perekonomian umat yangjauh dari
kemakmuran yang menjadi penyebab
lahirnyapemikiran politik Idam gariskeras
(mazhabidealistik). Apayang ditawarkan
oleh al-Jundi dan tokoh politik Islam
sedliran dengannya, umumnyamerupakan
tawaran alternatif romantisdari kondisi
sosa di zamanitu. Demikian pulahanya
fenomenaKhomeini ddamkonteksrevolus
Islam di Iran. Tentunya sarat dengan
konteksdinamikasosd, budaya, ekonomi
danpolitik di wilayahMesir (kasusd-Jundi)
maupun Iran (kasusK homeini).® Demikian
pula bila dikaitkan dengan munculnya
berbaga fenomenafundamentaismepalitik
Idamdewasaini di berbaga belahandunia
Islam, sedikit banyaknya sangat di-
pengaruhi kontekssosid masing-masing. ©
Turki yang sempat menganut paham
sekularisme politik juga dikarenakan
keterpesonaan para pemimpin politik
ketikaitu dengan kemguan Barat, di mana
Turki secara geografis sangat ber-
dampingan dengan negara-negaraEropa
yangmgu.

Demikian pulamunculnyafenomena
politik Idamradika di Indonesia, misanya,
khususnyadi zaman Orde Lamayang saat
itu memang Indonesia secara politik
konstitusional tengah mencari format
konstitusi kenegaraan yang ideal di
zamannya. Adapun di zaman OrdeBaru,
ideologi developmentalism banyak
mengdiminas modd sosd umet Idamyang
mengakibatkan marginalitas umat —
terutama — di bidang partisipasi pem-
bangunan ekonomi maupun politik. Hal ini
berbeda puladengan konteksreformas,
misalnya, di mana keran keterbukaan
semakin mendapatkan tempat, membuat
parapemikir maupun aktivispolitik Idam
mencobamengemukakan dternatif politik

Islam dari yang bersifat radikal maupun
moderat. Inilah beberapaha yang dalam
perspektif Giddenskurang terlihat dalam
wacanaetikapolitik yang dikemukakan
Arkoun.

Bilamenggunakan kacamatateoritik
Giddens, Arkoun memang sudah
mengemukakan beberapa struktur
kekuasaan seperti: khalifah, sulthan serta
berbagai ssmbol maupun idiom-idiom
dogan politik, meminjam teori Ricoeur -
politik Isam lainnya. Namun sayangnya
Arkoun belum mengemukakan secaralebih
jauh tentang bagaimana proses in-
teraksond dari kemunculan S mbol-smbol
maupun idiom politik tersebut dalam
konteks zamannya.*’ Dalam kaitan yakni
tentang bagai manaprosesmenstrukturnya
idiom-idiom politik Islam dimaksud
termasuk yang berhubungan dengan La
surenchere mimetique.*® Proseshistoris-
sosiologis awal kemunculannya, per-
kembangan dan kemapanan maupun —
dalam beberapa hal — hilangnyaidiom-
idiom dimaksud dalam segjarah politik
Islam era belakangan. Sebagai contoh,
idiom khildfah pada era Nabi maupun
sahabat sebenarnyabe um muncul menjadi
suatu medialegitimas politik sebuahrezim
kekuasaan, bel akangan muncul dan sempat
mengaami kemapanan khususnyaeraTurki
Usmani. Namun kemudian menghilang
dankini dimunculkan kembali —waaubaru
sebatas wacana — oleh Hizbut Tahrir,
misalnya.*® Demikian pula konsep ke-
suthan-anyang padaeraNabi dan sahabat
sama sekali tidak dikenal. Belakangan
muncul dan mapan, lalu kini menghilang.
Walaupun dewasaini konsep ke-sulthan-
anmasih eksis, namun secarareal politik
tidak lagi memiliki kekuatan politik yang
sgnifikan, hanyasebatastampilansmbolik
belaka.®
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Di sis lain, Arkoun belum merambah
jauh dalam wilayah kesadaran praksisse-
baga manayang menjadi concern Giddens.
Arkoun baru menjelajahi kesadaran
diskursif tentang etikapolitik ISam. Atau
meminjam perspektif Ricoeur, Arkoun
bel um mencermati wilayah otonomisas
tindakan politik 1slam yang secaramoral
harusmemiliki tanggung jawab mora dan
sosd yang konstruktif. Bolehjadi, karena
pemikiran etika politik 1slam Arkoun
memang lebih dominan pada wilayah
epistemologi, be ummengarah keaksiologi
politik, sebagaimana yang didambakan
Giddensdan Ricoeur. Di sini penulisme-
ngemukakan pula bahwa telaah epis-
temologisetikapolitik Idammode Arkoun
ini harus ditindaklanjuti oleh generasi
intelektua mudim berikutnya, untuk dapat
merumuskan teori-teori politik Idam baru
yanglebih aktud, relevan dan kontekstual .
Misalnyatentang skemapolitical action
untuk demokratisas di dunialdam, bukan
hanyademokrasi prosedural, tetapi yang
|ebih penting adal ah demokras substansial.
Jugaupayakonkrit bagi penegakan hukum
yang adil, tidak diskriminatif maupun
perwujudan kesgjahteraan sosial >

Kelemahan Arkoun lainnya, bahwa
metodologi pemikiran Arkoun dalam
kerangkaepistemol ogi masih belum utuh,
cenderung bertebaran dalam berbagai
tulisannya. Masih dibutuhkan parapendliti
pasca Arkoun untuk mensistematisir
pemikirannya, sekaligus mengoreks dan
mengkritisi kaitannya dengan per-
kembangan paling mutakhir. Metodol ogi
penafsiran a-Qur’ anversi Arkoun patut
dijadikan perhatian, terutamayang terkait
dengan teori corpus terbukanya dalam
mengkritis mushaf Usmani yang cenderung
bersifat corpus tertutup.>> NamunArkoun
bel um tuntasmenguraikantentang hal ini.

Sdlainitu, pemikiran Arkoun terkesan
masi h sulit dipahami terlebih lagi karena
tulisannyabanyak dalam bahasaPerancis,
karena keterbatasan bahasa Arab yang
kurang apresiatif dengan perkembangan
sainsmodern—Yyang masih belum begitu
populer di kalangan pemikir di dunials-
lam. Demikian pula halnya dalam pe-
nguasaan linguistik modern maupunsocial
sciences.

Terkait secara khusus dengan
pemikiran etika politiknya, tentu akan
banyak mengundang kontroversi,
mengingat iklim akademisdi dunialdam
masih belum begitu merata bahkan
sebdiknyaaurapemikiran mayoritasumat
di dunialslam masih cenderung meng-
gunakan nalar teokratik dan apol ogetik.
Namun, secara jangka panjang, dengan
semakin terbukanya berbagal saranal T
maupun semakin meningkatnyatingkat
kecerdasan umat, makakelak pemikiran
Mohammed Arkoun yang bercorak teo-
humanistik lambat-laun akan dapat
diterima

Baga manapun tidak dapat dipungkiri
bahwa pemikiran Arkoun sangat terkait
dengan konteks pengalaman spiritual,
intelektual, sosa dan budayaBarat (baca:
Perancis), yang sudah barang tentu sangat
memperkayawawasannya. Namun bagi
mayoritasdunia(baca: umat) Ilamjustru
—sebdiknya- sangat berjarak dan memiliki
pengd aman yang berbedadengan Arkoun,
kecuali bagi para pemikir Muslim di
beberapa universitas Islam/umum yang
selau bersentuhan dengantradis keilmuan
Barat.

KESIMPULAN

Pemikiran politik Arkoun padahakikat-

nyasangat terkait erat dengan bas sepistemol ogi
pemikiran keislamannya yakni 1slamologi
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Terapan, yang mengandaikan adanya pem-
bacaan ulang khazanah pemikiran Islam
(deconstruction of Islamic thought); upaya
komparas berbagai khazanah pemikiran (Is-
lam-Barat); kel uar dari logosentrismepemikiran
Islam klasik menuju epistemologi keislaman
kontemporer melalui upaya pemanfaatan
semiotikadan social sciences.

Berdasarkan paradigma |slamologi
terapan di atas, salah satu derivas pemikiran
Arkoun—sebaga fokuspenedlitianini —adalah
implikasinyadi bidang etikapolitik Idam. Ber-
dasarkan penelitian ini, ditemukan tentang
urgens relasi simbiotik antara agama dan
politik, dimananila-nila reigiustaskeagamaan
dapat ditampilkan sebagai content, sedangkan
negarasebagai bingkainya.

Secara praksis politik, penelitian ini
menunj ukkan bahwa wawasan etika politik
Arkoun umumnya masih bersifat diskursif,
belum mengarah lebih jauh kewilayah politik
praktis. Dengan katalain, kajian etikapolitik
Arkoun baru sebatas etikaindividual, belum
menuju padaetikapolitik sosd, prosedura dan
inditusond.

Secaraumum, dari penelusuran yang pe-
nulislakukan, terlihat bahwasgarah pemikiran
politik Idam sarat dengan adanyatarik-ulur atau
overlapping antarawilayah keagamaan yang
Spiritud-transendentd dan etik-profetik, dengan
wilayah kekuasaan politik kenegaraan yang
profan, manipulaif, judtifikatif-legitimitif (dimana
agama lebih sering dijadikan sebagai alat
legitimas danjustifikas politik penguasa, ke-
timbang pemanfaatan potend religiusitasdan
etika keagamaan yang humanis dan social
transformative). Pada gilirannya, tafsir
keagamaan jugabanyak dipengaruhi oleh pola
relas kuasa(Foucault) yang dominan. Dengan
katalain, interpretas tafsr keagamaan menjadi
lebih monoalitik, dan seringkali mengabaikan
bahkan mengebiri adanyarealitas pluralitas
pemahaman agamadi kalangan rakyat.

Di satu sisi, dikotomi antara wilayah
keagamaan dan politik jugasangat rentan bagi
teralienasinyapotensi ruhaniah keagamaan,
dimanajadannyasebuah kekuasaan menjadi nir-
spiritual atau sekularistik-materialistik. Se-
baliknya, fenomena overlapping struktural
antaraagamadan kekuasaan juga cenderung
mel ahirkan tindakan politik keagamaan yang
monoalitik, hegemonik danrepresif. Tampaknya,
tatanan yang ided relas agamadan kekuasaan
di masadepan lebih bersifat smbiotik (politik
keagamaan yang integratif).

Secara historis, hubungan agama dan
politik ddam sgarah Idam sering terjebak pada:
politisasi simbol-simbol keagamaan, kolusi
antaraulamadan umarasartamunculnyaupaya-
upaya pemaksaan paham kekuasaan terhadap
pemahaman keagamaan rakyat yang plural.
Memang tak dapat dipungkiri, polapemikiran
politik Idammenjadi lebihkenta danrigidddam
suasana psi kol ogis-sosiol ogis umat yang ter-
tindas, sebagal akibat adanyaintervens negara
adikuasadalam bidang liberalisasi ekonomi,
politik maupun agresi militer di berbagai
kawasan dunialdam. Hal ini berdampak pada
munculnyajargon-jargon Idamideologis- se-
bagaimanayang sampai saat ini terusterjadi di
kawasan Timur Tengah - yang dianggap
menjadi katup pengaman atas kungkungan
mentalitas politik keumatan, yang pada
kenyataan |ebih sering bersifat destruktif dan
mereduks potens kemgjuan peradaban Idam
masa depan. Namun, sebaliknya, fenomena
politik yang berbasi sideologi keagamaan juga
menjadi represif (seperti kasus-kasusmihnah
dalam sgjarah Ilam). Maka isu-isu politik
keagamaan seperti: tegaknya khilafah,
penerapan syariat Islam, dan sejenisnya,
harus dicermati secara kritis dan hati-hati,
terutamauntuk konteks sistem perpolitikan di
Indonesiayangplurd.

Di masamendatang, polapemikirandan
penerapan wawasan politik keagamaan yang
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humani s dan substantif lebih prospektif untuk
dikembangkan, ketimbang wacana dan aksi
politik yang justifikatif-legitimitif. Model
spirituaitasatau religiusitas politik keagamaan
sebagai manayang pernah diteladankan oleh
Nabi Muhammad saw, al-khulafa al-rasy)din
maupun erakhalifah Umar bin Abdul ‘ Azis,
layak dipertimbangkan dan dikaji ulang,
sekaligus rumusan kontekstualnyadi zaman
kini. Sistem politik yang demokratis, terbuka
dancivilized dapat menjadi arenayangluasdan
konstruktif-partisipatif bagi tumbuhnyabenih-
benih peradaban Islam masa depan, se-
bagaimanayang pernahterjadi di zamandinasti
Abbasyiah.

Untuk merancang polapemikiran dan
aksi politik keagamaan di masa mendatang,
perlu dilakukan berbagai upayatajd)d al-ushil
as-siyasah berupa pembacaan kembali (re-
reading atau production of meaning) terhadap
berbagai literatur politik keagamaan yang ada
dengan mengacu padalandasan epistemol ogi
pemikiran keid aman kontemporer.

Berbaga gagasanArkounyangadamash
perlu ditransformasikan dalam bentuk aksi
politik Islam (Islamic political action), yang
padagilirannyaakan berdampak positif bagi
kemajuan umat manusia di masayang akan
datang. Dengan demikian, berbaga kelemahan
pemikiran Arkoun dapat menjadi bahan riset
lanjutanbagi pendliti lain.

Lahirnyafenomenaoligarki keegamaan
atautirani religiuskarenaingin menyel amatkan
wewenang yang terlalu teokratik, diakibatkan
dari minimnyapenguasaan terhadap perangkat
metode kel lmuan Islamic studies kontekstual -
integralistik maupun wawasan etikapolitik teo-
humenigtik.

Akibat belum adanyarumusan konkrit
bernuansa kontekstual kejelasan antara
tanggungjawab wilayah keagamaan maupun
wilayah kenegaraan, menyebabkan munculnya
konflik antaraulamarilmuan penganut paham

bebas-kritisdengan penguasapolitik yang ter-
kadang menindas. Pengalaman sekularismedi
Turki di masalau bisamenjadi pelgaranyang
kongtruktif bagi negaraMudimlainnya Demi-
kian pulaakibat negatif dari politik marjindisas
nilai-nilal keagamaan di duniaBarat, seperti
yang terjadi di Perancis, dan di Indonesiadi
eraOrdeBaru.

Kekayaan ndar etikapolitik Idamklask
perlu ditelaah ulang secara kritis, lalu di-
kontekstualkan dengan kondisi sekarang.
Model nalar etika politik seperti yang
dikemukakan 1bnu Khaldun, Fazlur Rahman,
M. Sa'id a-Asymawy, Mohammed Arkoun;
tampaknyacukup relevan untuk diteruskan dan
dikembangkan saat ini, khususnya bagi pe-
ngembangan ndar etikapalitik di Indonesayang
pluralistik. Ideologi Pancasilayang berwatak
humanistik, namun di dalam sila-silanya
terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan yang
universal dan abadi, menjadi simbol bagi
relevans dan Sgnifikans pengembangan ndar
Etika politik teo-humanistik, melalui pe-
ngembangan sistem demokrasi religious (reli-
gious democracy). Untuk itu, ideologi
Pancasila harus tetap dan terus dijaga untuk
selalumenjadi ideologi terbuka (inclusive ide-
ology), bukanideologi tertutup (exclusive ide-
ology). Demikian pulahalnyadengan metode
kajian politik apologetik sebagaimanaterlihat
dalam banyak literatur Sunni maupun Syiah,
sertapenggunaan nalar positivis sebagian dari
pemikir orientdis, sudah saetnyaditel aeh secara
kritis. Berbagai ragam metode pemikiran Is-
lamic studies dan studi etikapalitik, harussdau
terbukauntuk dikgji secarakritisdan akademis
Sepanjang masa.

Dalam konteks politik keagamaan di
berbagai kawasan dunialslam, perlu adanya
studi kritisdan perumusan ulang teori-teori dan
pendekatan keilmuan di bidang politik Ilam
(ushil as-siyasah al-mu’ashirah) terutama
untuk konteks keindonesiaan kontemporer.
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Dengan demikian, para pemikir dan aktivis
politik Muslim maupun para pengambil
kebijakan politik kenegaraanlainnyamemiliki
rambu-rambu dan panduan politik di wilayah
teritorialnyamas ng-masing. Panduan obyektif

terhindarnyaumat | lam maupun duniaBarat
dari kerancuan dan kesd ahpahamean politik yang
berdampak pada terjadinya benturan per-
adaban maupun tindakan kekerasaan atasnama
Tuhan dan agama.

dan konstruktif ini sangat diperlukan, demi
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